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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

DAERAH KALIMANTAN BARAT 
RESOR BENGKAYANG 

 
 

 RENCANA KERJA 
KEPOLISIAN RESOR BENGKAYANG T.A. 2022 

 

 

I. Latar Belakang 

1. Kondisi Umum 

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari tahapan Rencana Strategis 

Polres Bengkayang 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana 

Kerja Polres Bengkayang Tahun Anggaran 2020, sehingga perlu 

dilakukan penyusunan rencana kerja Polres Bengkayang Tahun Anggaran 

2022. Rencana Kerja Polres Bengkayang Tahun Anggran 2022 ini 

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Polres Bengkayang 2020-

2024.  Rencana Kerja Polres Bengkayang Tahun Anggaran 2022 di susun 

dengan berpedoman kepada Renstra Polri 2020-2024 dan RPJMN 2020-

2024 yaitu: (1) pilar keamanan dalam negeri; (2) pilar pertahanan; (3) pilar 

keamanan laut; (4) pilar keamanan dan ketertiban; dan (5) pilar keamanan 

siber. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN), pembangunan dibidang keamanan diarahkan kepada 

Pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan 

keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas 

serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. 

Memperhatikan amanat RPJMN tersebut, Polres Bengkayang selaku 

pengemban fungsi Harkamtibmas di kewilayahan dituntut untuk selalu siap 

menghadapi tantangan yang dihadapkan pada banyaknya tuntutan dan 

harapan masyarakat terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  kinerja  Polres 

Bengkayang   ke depan,  antara lain terkait  dengan  upaya  memberikan  

pelayanan  prima  kepada  masyarakat,  tidak mempersulit, cepat dan 

tuntas dalam menyelesaikan masalah,  postur Polres Bengkayang yang 

profesional,   bersih,  mandiri, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, 

serta  penegakan hukum yang tegas, jujur, benar, tidak diskriminatif dan 

memenuhi rasa keadilan  terutama terhadap kejahatan yang meresahkan 

Masyarakat …... 
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masyarakat  dengan tetap terjaminnya transparansi dalam proses 

penyidikan tindak pidana di wilayah Kabupaten Bengkayang.  

Dengan semakin kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban 

masyarakat di wilayah Kabupaten Bengkayang serta semakin 

meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polres Bengkayang. 

Kebijakan membangun kepercayaan (trust building) yang dilaksanakan 

Polres Bengkayang bersifat internal maupun eksternal akan tetap terus 

dilaksanakan dalam   mewujudkan  Good Governance dan  mewujudkan  

institusi  Polri  sebagai organisasi pelayanan  yang berupaya  mencapai 

kualitas pelayanan publik  yang terbaik bagi masyarakat. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan  melakukan upaya-upaya yang maksimal dalam 

penanggulangan gangguan Kamtibmas di wilayah Kabupaten 

Bengkayang, baik dibidang preemtif, preventif maupun di bidang 

penegakan hukum.  

Polres Bengkayang selaku pengemban tugas dan fungsi di bidang 

keamanan di Kabupaten senantiasa berupaya secara terus menerus 

untuk membenahi diri baik  kualitas  maupun  kuantitas  untuk  

menghadapi setiap  perkembangan yang ada di masyarakat, meskipun di 

lain pihak masih adanya anggota Polres Bengkayang yang belum  dapat 

memegang amanah dan  kepercayaan masyarakat yaitu di antaranya 

penyalagunaan wewenang, kurang disiplin, melanggar etika dan profesi 

dan lain-lain sehingga mengganggu kepercayaan masyarakat akan kinerja 

Polisi yang sudah dirintis dan dibangun dalam waktu relatif lama. 
 

Memasuki tahun 2022  aktivitas dan turbulensi kondisi eksternal 

berupa kadar gangguan keamanan yang semakin kompleks, terutama 

penyalahgunaan narkotika  dan  obat-obat  terlarang  serta  kejahatan  

transnasional lainnya,  dan kejahatan  terhadap  kekayaaan  negara  

seperti illegal logging, illegal mining serta kejahatan konvensional lainnya 

yang berimplikasi kontinjensi juga masih menuntut  pembinaan kehidupan 

masyarakat berupa kesabaran dan kewaspadaan politik untuk 

mewujudkan keamanan dan pencegahan konflik.  Konflik-konflik yang 

berdimensi politik tinggi, masih tingginya tingkat pengangguran, 

rendahnya daya beli masyarakat, kesenjangan sosial dan berbagai  

dampak  kondisi  perekonomian Negara  adalah sumber  dari terjadinya 

kejahatan konvesional di daerah hukum Polres Kabupaten Bengkayang.  

Sementara …... 
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Sementara  itu  di  sisi  lain  profesionalisme  personel Polres Bengkayang 

dalam pelaksanaan tugas serta tersedianya peralatan pendukung masih 

perlu ditingkatkan secara optimal. 
 

Perkembangan  dan  perubahan  yang  terjadi  di Kabupaten 

Bengkayang masyarakat merupakan bahan masukan yang harus 

diperhitungkan dalam penyusunan Renja Polres Bengkayang Tahun 2022. 

Perubahan tersebut   meliputi  perkembangan  lingkungan strategis 

meliputi aspek  kehidupan masyarakat di daerah Kabupaten Bengkayang 

yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan 

keamanan (Ipoleksosbudkam).  

Selanjutnya kondisi eksternal dan internal Polres Bengkayang yang 

dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan lingkungan strategis 

tersebut dianalisa melalui pendekatan SWOT yang digambarkan sebagai 

berikut: 

a. Perkembangan Lingkungan Strategi Bengkayang  

1) Geografi  

Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu Kabupaten 

yang terletak disebelah utara Provinsi Kalimantan Barat. Secara 

geografis, Kabupaten Bengkayang terletak di 0°33’00” Lintang 

Utara sampai 1°30’00” Lintang Utara dan 108°39’00’ Bujur 

Timur sampai 110°10’00” Bujur Timur. 

Wilayah Hukum Polres Bengkayang terletak antara 109 derajat 

Bujur Timur sampai dengan 110,04 derajat Bujur Timur dan 

antara 0,33 derajat Lintang Utara sampai 2,02 derajat Lintang 

Utara dengan Ibu Kota Bengkayang. 

Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kabupaten 

termasuk salah satu Kabupaten di Indonesia yang berbatasan 

langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian 

Sarawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka 

daerah Bengkayang kini merupakan satu-satunya Kabupaten di 

Indonesia yang belum secara resmi mempunyai akses jalan 

darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat 

terjadi karena antara Bengkayang dan Sarawak Belum terbuka 

jalan darat antar negara dari Bengkayang – Jagoi babang  

sepanjang …... 
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sepanjang sekitar 89,96 Km dan dapat ditempuh sekitar 2 

sampai 3 jam perjalanan. Batas-batas wilayah selengkapnya 

bagi daerah Kabupaten Bengkayang adalah : 

Tabel 1.1 Batas-batas wilayah daerah Kabupaten Bengkayang 

Kecamatan/ 

Kota 
Regency/ 

Municipality 

Utara 
North 

Timur 
East 

Selatan 
South 

Barat 
West 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Sungai Raya Sei Raya Kep. Capkala 
Kab. 

Pontianak 
Laut Natuna 

Sungai Raya 
Kep. 

Kota 
Singkawang 

Monterado Sungai Raya Laut Natuna 

Capkala S. Raya Kep Monterado 
Kab. 

Pontianak 
SungaiRaya 

Samalantan Lembah Bawang Sungai Betung Kab. Landak Monterado 

Lembah 
Bawang 

Kab. Sambas Lumar Samalantan Monterado 

Monterado 
Kota 

Singkawang 
Smlt & Lbh 

Bwng 
Kab. 

Pontianak 
Capkala 

Sungai Betung Lumar Bengkayang Kab. Landak Samalantan 

Bengkayang Lumar Teriak Kab. Landak Sei. Betung 

Teriak Suti Semarang Kab. Landak Kab. Landak Bengkayang 

Lumar Kab. Sambas Ledo Bengkayang Lbh Bwng 

Ledo Kab. Sambas Sanggau Ledo 
Suti 

Semarang 
Lumar 

Suti Semarang Tujuh Belas Kab. Landak Teriak Ledo 

Sanggau Ledo Kab. Sambas 
Seluas & Tjh 

Belas 
Ledo Kab. Sambas 

Tujuh Belas Seluas Kab. Landak 
Suti 

Semarang 
Sanggau Ledo 

Seluas Jagoi Babang Siding Tujuh Belas Kab. Sambas 

Jagoi babang …... 
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Jagoi Babang Serawak Siding Seluas Kab. Sambas 

Siding Serawak Kab. Sanggau Kab. Landak Seluas 

         Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang 

Secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Bengkayang 

adalah sebesar 5.396,30 Km2 atau sekitar 3,68 % dari total luas 

wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menjadikan 

Kabupaten Bengkayang sebagai Kabupaten dengan cakupan 

wilayah terkecil di Provinsi Kalimantan Barat. 

Daerah Pemerintahan Kabupaten Bengkayang pada tahun 

2006 dibagi menjadi 17 kecamatan. Dari sejumlah Kecamatan 

yang ada, Kabupaten Bengkayang dibagi lagi menjadi 2 

kelurahan dan 122 Desa Definitif dan 343 Dusun. Seiring 

dengan adanya Otonomi Daerah yang menuntut pelayanan 

Pemerintah kepada masyarakat yang lebih baik, dimasa yang 

akan datang, direncanakan Kabupaten Bengkayang akan 

memekarkan lagi wilayah Pemerintahannya. 

Dilihat dari luas masing - masing Kecamatan, Jagoi Babang 

merupakan Kecamatan yang paling luas di Kabupaten 

Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655 Km2 atau 

sekitar 12,14 % dari luas Kabupaten Bengkayang keseluruhan 

dan Kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan 

Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 Km2 atau hanya 

sekitar 0,86 % dari total luas Kabupaten Bengkayang. 

Dilihat dari jarak tempuh terjauh dari Ibu Kota Kecamatan ke 

Ibu Kota Kabupaten di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan 

Siding adalah Kecamatan dengan jarak tempuh terjauh, yaitu 

sekitar 103,68 Km disusul Kecamatan Jagoi Babang dan 

Kecamatan Sungai Raya. 

Sedangkan untuk kriteria umum, untuk luas laut Kabupaten 

Bengkayang adalah 18.400 Km2 dan Luas Perairan Umum 

adalah 3.500 Km2 

. 

 

 
Tabel 1.2 …... 
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Tabel 1.2 Batas-batas wilayah daerah Kabupaten Bengkayang 

Kecamatan/Kota 

Regency/ Municipality 

Ibukota Kecamatan/Kota 

Capital of Regency/Municipality 

Luas1 (km2) 

Total Area 

(square.km) 

Sungai Raya Sungai Raya 75,85 

Sungai Raya Kepulauan Sungai Raya Kepulauan 394,00 

Capkala Capkala 46,35 

Samalantan Samalantan 420,50 

Lembah Bawang Lembah Bawang 188,00 

Monterado Monterado 291,00 

Sungai Betung Sungai Betung 205,95 

Bengkayang Bengkayang 167,04 

Teriak Teriak 231,51 

Lumar Lumar 275,21 

Ledo Ledo 481,75 

Suti Semarang Suti Semarang 280,84 

Sanggau Ledo Sanggau Ledo 392,50 

Tujuh Belas Tujuh Belas 221,00 

Seluas Seluas 506,50 

Jagoi Babang Jagoi Babang 655,00 

Siding Siding 563,30 
 

Kabupaten Bengkayang 5.396,30 

        Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang 
 

Walaupun hanya sebagian kecil wilayah Kabupaten 

Bengkayang yang merupakan wilayah Perairan laut, Kabupaten 

Bengkayang juga memiliki sejumlah pulau yang berada di Kec. 

Sungai Raya Kepulauan, yakni sebanyak 12 pulau. Dari 

sejumlah pulau tersebut, ada sebanyak 6 pulau yang masih 

belum berpenghuni dan 6 pulau sudah berpenghuni. Semua 

pulau yang ada terletak di wilayah perairan laut Natuna. Pulau 

terbesar yang berpenghuni adalah Pulau Lemukutan dan pulau 

Kabung. 

2) Demografi  

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk oleh Badan 
Pusat Statistik Kab. Bengkayang, jumlah penduduk 
Kab. Bengkayang pada tahun 2019 adalah sebesar 
255.261 jiwa yang tersebar di 17 Kecamatan. Dilihat 
menurut jenis kelaminnya, penduduk laki - laki adalah 
sebanyak 132.296 jiwa sedangkan penduduk 
perempuan adalah sebanyak 122.965 jiwa. 

sebanyak…... 
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Berdasarkan data tersebut, dapat dihitung rasio jenis 
kelamin Kab. Bengkayang pada tahun 2019 adalah 108. 
Angka ini berarti jika ada 108 penduduk laki - laki maka 
ada 100 penduduk perempuan. 
Jika jumlah penduduk dirinci menurut Kecamatan maka 

jumlah penduduk yang paling besar berada di 

Kecamatan Bengkayang, sedangkan jumlah penduduk 

yang paling sedikit berada di Kecamatan Suti 

Semarang. Namun demikian dilihat dari kepadatan 

penduduknya, Kecamatan Sungai Raya memiliki tingkat 

kepadatan paling tinggi yaitu sebesar 251 jiwa per kilo 

meter persegi sedangkan Kecamatan Siding memiliki 

tingkat kepadatan paling rendah yaitu sebesar 11 jiwa 

perkilo meter persegi. 

Penduduk Kab. Bengkayang yang termasuk dalam 

kelompok usia muda. Hal ini terlihat dari masih 

banyaknya penduduk yang masuk dalam kelompok usia 

muda ( dibawah 20 tahun ) yaitu sebesar 40,71 persen. 

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkayang 

No Kecamatan 
Luas Wil 

(Km2) 
Jmlh Penduduk (Jiwa) Rasio Jenis 

Kelamin 
Penduduk 

/ Km2 Lk Pr Total 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1. Sungai Raya 75,85 9.520 9.495 19.015 100 251 

2. 
Sungai Raya 
Kep. 

394,00 
11.540 11.167 22.707 103 

58 

3. Capkala  46,35 4.545 4.140 8.685 110 187 
4. Samalantan 420,50 11.861 10.864 22.725 109 54 
5. Lembah Bawang 188,00 3.451 3.012 6.463 115 34 
6. Monterado  291,00 14.105 13.092 27.197 108 93 
7. Sungai Betung 205,95 5.356 4.764 10.120 112 49 
8. Bengkayang 167,04 16.983 16.451 33.434 103 200 
9. Teriak  231,51 7.533 6.975 14.508 108 63 
10. Lumar 275,21 3.376 3.133 6.509 108 24 
11. Ledo 481,75 5.398 4.984 10.382 108 21 
12. Suti Semarang 280,84 2.656 2.424 5.080 110 18 
13. Sanggau Ledo 392,50 6.475 6.145 12.620 105 32 
14. Tujuh Belas 221,80 6.455 5.933 12.388 109 56 
15. Seluas 506,50 11.956 10.638 22.594 112 45 
16. Jagoi Babang 655,00 5.798 4.762 10.560 122 16 
17. Siding 563,30 3.269 3.064 6.333 107 11 

 Jumlah 5396,30 130.277 121.043 251.320 108 47 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang 

   

 Tabel 1.4 …... 
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Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkayang Menurut Agama Yang Dianut 

 

Kecamatan/Kota 

Regency/Municipality 

 
 

Islam 

 

Protestan 

Protestant 

 

Katolik 

Catholic 

 

Hindu 

Hindu 

 

Budha 

Budha 

Kon
g hu 
cu 

Kong 

hu cu 

Aliran 
Kepercayaan/ 

Lainnya 
Others 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Sungai Raya 14,161 623 264 -  5.959 2.171 14 

Sungai raya kep 20,597 413 380 3 8.054 334 62 

Capkala 3,321 1,370 5.025 4 195 8 2 

Monterado 11,271 12,717 10.517   124 2 22 

Samalantan 4,094 9,875 7.442 -  23 8 -  

Lembah Bawang 2,398 2,142 2.215   8     

Sungai betung 1,137 6,862 4.253 165 19 -  26 

Bengkayang 9,361 7,317 12.502 27 2.987 53 67 

Teriak 681 5,860 10.956 1 32 2 17 

Lumar 1,169 2,964 3.768 3 27   7 

Suti Semarang 869 3,010 2.189   4   9 

Ledo 4,533 3,014 6.239 8 6 1 11 

Sanggau ledo 8,703 2,918 3.736 3 93 9 39 

Tujuh Belas 9,097 2,742 3.763 74 18 2 7 

Seluas 5,733 5,891 8.616 1 5 -  37 

Jagoi Babang 3,200 2,903 2.916 4 7 -  -  

Siding 50 5,062 3.229  - 2 -  1 

Kabupaten 
Bengkayang 

100,375 75,683 88.010 293 17.563 2.590 321 

Komposisi penduduk menurut agama diperlukan sebagai 

dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana 

peribadatan. Secara umum terdapat lima agama di Kabupaten 

Bengkayang, yaitu Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, 

dan Khonghucu. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tahun 2019 

penduduk Kabupaten Bengkayang berjumlah 284.835 seperti 

dalam tabel 1.3 di atas. Mayoritas penduduk Kabupaten 

Bengkayang beragama Islam (100,375jiawa), penganut agama 

Katholik (88.010 jiwa). Sedangkan penganut Kristen (75,683 jiwa), 

penganut Khonghucu (2,590 jiwa), Hindu (293 jiwa), dan Budha 

(17,563 jiwa) dan aliran kepercayaan 321 jiwa. 

b. Sumber Daya Alam  

a) Pertambangan  

sebanyak…... 
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Sebanyak 25 perusahaan mendapat izin eksplorasi 

pertambangan di kabupaten Bengkayang, sebagian 

perusahaan pertambangan memilih tidak melakukan 

reklamasi pertambangan. eksploitasi potensi tambang 

beresiko menurunkan kualitas lingkungan dan konflik 

lahan.  

Tambang tersebut terdiri dari Ball Clay, Emas, Tembaga, 

Mangan, Kaolin, Galena, Bauksit dan Zircon. 

Jika dilihat dari wilayah sebagai berikut : 

Tambang Emas terdapat di Kec. Lembah Bawang, Kec. 

Monterado, Kec. Bengkayang, Kec. Ledo dan Kec. Lumar, 

Tambang Besi terdapat di Kec. Seluas, Kec. Jagoi 

Babang, Kec. Bengkayang, Kec. Sungai betung, Tambang 

Tembaga terdapat di Kec. Lumar, Kec. Teriak dan 

Tambang Mangan terdapat di Kec. Sungai Betung, Kec. 

Lembah Bawang, Kec. Lumar serta tambang Galena 

terdapat di Kec. Monterado, Kec. Capkala. 

 Tabel 1.5 Potensi Jenis Bahan Galian sesuai Lokasi di Kabupaten Bengkayang 

NO

NAMA 
PERUSAHAA

N 
( ALAMAT ) 

NOMOR DAN 
TANGGAL IUP 

MASA 
BERLAKU 

MINERA
L 

TAHAPA
N IUP LUAS 

( Ha ) 

LOKASI KET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

PT. INDOCALY 
SEJATI                                               

Jl. Merdeka 
Barat Gg. Punai 

III No.7 
Pontianak Kalbar 

12 Tahun 2009 
9 November 2009 

No. 
540/26/SIPD/Tamben

-LH/2007 

8 Tahun 
( 8 Nov 2017 ) 

Non logam 
( Ball Clay 

) 

Operasi 
Produksi 

 
106,25 

Ds. 
Pawangi 
Kec. 
Capkala 

- Dirut : Heri 
Susanto 
- Alamat 
Cab. Ds 
Pawangi 
- No.Telp. 
0562-
634357 

  

12 Tahun 2009 
9 November 2009 

  

8 Tahun 
( 8 Nov 2017 ) 

Non logam 
( Ball Clay 

) 

Operasi 
Produksi 

40 

Ds. 
Pawangi 
Kec. 
Capkala 

2. 

PT. DWI MITRA 
PRAKASA 

Jl. Khatulistiwa 
Km. 6,6 Batu 

Layang 
Pontianak Kalbar 

13 Tahun 2009 
9 November 2009 

3 Tahun 
( 9 Mar 2012 ) 

Non logam 
( Ball Clay 

) 

Operasi 
Produksi 

47 

Ds. 
Pawangi 
Kec. 
Capkala 

 - Drirut : 
Yusman 
Logam 
 - No. telp. 
0561-
881725 

3. 

PT. CLAYINDO 
PRATAMA 

Green garden 
Blok B9 No. 1 
Kodaya Utara 
Kebun Jeruk 
Jakarta Barat 

14 Tahun 2009 
10 November 2009 

8 Tahun 
( 14 Jan 2018 ) 

Non logam 
( Ball Clay 

) 

Opreasi 
Produksi 

48,5 

Ds. 
Pawangi 
Kec. 
Capkala 

 - Dirut : 
Kho Kim 
Tjuang 
 - Alamat 
Cab. Jl. 
Diponogoro 
   No. 233 
Pontianak 
 - No. Telp. 
0561-
734279 

4. 

PT. LOGINDO 
BEJANA MULIA 
Jl. Khatulistiwa 
Km. 6,6 Batu 

Layang 
Pontianak Kalbar 

15 tahun 2009 
10 November 2009 

3 Tahun 
( 16 Feb 2009 ) 

Non logam 
( Ball Clay 

) 

Operasi 
Produksi 

2 

Ds. 
Pawangi 
Kec. 
Capkala 

 - Dirut : 
Kurniawan 
Logam  
 - No. Telp. 
0561-
881725 
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5. 

Sdr. NG SUI NAI 
Dsn. Suka Damai 

RT.01/RW.01 
Ds. Sungai Duri 

Kec. Sungai 
Raya 
Kab. 

Bengkayang 

16 Tahun 2009 
16 November 2009 

3 Tahun 
( 26 Mar 2012 ) 

Non logam 
( Ball Clay 

) 

Operasi 
Produksi 

2,5 

Ds. 
Pawangi 
Kec. 
Capkala 

 - 
Penaggung 
Jawab : 
    Sdr. 
AHENG 

6. 

PT. INDOCALY 
SEJATI 

Jl. Merdeka 
Barat Gg. Punai 

III No.7 
Pontianak Kalbar 

12 Tahun 2009 
9 November 2009 

8 Tahun 
( 8 Nov 2017 ) 

Non logam 
( Ball Clay 

) 

Operasi 
Produksi 

40 

Ds. 
Pawangi 
Kec. 
Capkala 

- Dirut : Heri 
Susanto 
- Alamat 
Cab. Ds 
Pawangi 
- No.Telp. 
0562-
634357 

7. 

PT. GARUDA 
MAS MAKMUR 

Gdg. Sarana 
Penjaminan Lt.6 

R.603 Jl. 
Angkasa Blok 

B.9 Kav.6 
Kemayoran 

Jakarta 

227 Tahun 2009 
11-Agust-09 

2 Tahun 
( 11 Nov 2011 

) 

Logam 
( Emas ) 

Operasi 
Produksi 

2000 

Ds. Siaga 
Monterado  
Nek 
Nginap 
Kec. 
Monterado 

- Dirut : Po 
Agus 
- No.Telp. 
0562-
634357 
   021-
6546626 

8. 

PT. FURINAMAS 
PRIMANTARA 
Jl. Teuku Umar 

No.45 
Pontianak Kalbar 

276 Tahun 2009 
( 7 September 2009 ) 

2 Tahun 
( 7 Sept 2011 ) logam               

( Emas ) 
Operasi 
Produksi 

656 

Ds. Tiga 
Berkat 
Kec. 
Lumar  

- Dirut : 
Pietoyo 
Adhi 
- No.Telp. 
0562-
634357 

380 Tahun 2009 
( 7 September 2009 ) 

3 Tahun 
( 1 Agus 2012 ) 

logam              
( Tembaga 

) 

Operasi 
Produksi 

192 
Ds. Tiga 
Desa 
Kec. Bky  

9. 

PT. PURI 
ANEKA REZEKI 
Jl. Veteran Blok 

B No. 1 
Pontianak Kalbar 

386 Tahun 2009 
28-Des-09 

3 Tahun 
( 29 Mei 2012 ) 

Logam 
( Mangan ) 

Operasi 
Produksi 

195 
Ds. Suka 
Bangun 
Kec. Sei 
Betung 
  
  

 - Dirut : Tan 
Haryono 

 - Alamat : 
Komp Mega 
Mall 

Blok H No. 6 
 - No. Telp. 
0561-
761888 

10. 

CV. INTI 
MINERAl 

Jl. Merdeka 
Barat Gg. Punai 

III No. 7 
Pontianak Kalbar 

1 Tahun 2010 
( 05 Januari 2010 ) 

7 Tahun 
( 9 Okt 2017 ) 

Non 
Logam 

( Kaolin ) 

Operasi 
Produksi 

15 
Ds. Pawangi 
Kec. 
Capkala 

 - Frengky 
Pangestu 
 - No. Telp. 
0561-
736175 

2 Tahun 2010 
( 05 Januari 2010 ) 

7 Tahun 
( 20 Nov 2010 

) 

Non 
Logam 

( Kaolin ) 

Operasi 
Produksi 

2 
Ds. Pawangi 
Kec. 
Capkala 

11. 

Sdr. BUJANG 
SAFARI 

Ds. Pawangi 
RT.03/RW.03 
Kec. Capkala 

Kab. 
Bengkayang 

Kalbar 

3 Tahun 2010 
08-Feb-10 

3 Tahun 
( 2 Juni 2013 ) 

Non 
Logam 

( Ball Clay 
) 

Operasi 
Produksi 

2 
Ds. 
Pawangi 
Kec. 
Capkala 
  

 - 
Penanggun
g Jawab 
    Bujang 
Safari 

12. 
PT. INTI MURNI 
Jl. AM. Sangaji 
No. 9 Jakarta 

6 Tahun 2010 
06-Jan-10 

3 Tahun 
( 3 Juni 2013 ) 

logam 
( Galena ) 

Operasi 
Produksi 

198 Ds. Goa 
Boma 
Kec. 
Monterado 
  
  

 - Dirut : 
Renaldy 
Goerge T. 

 - 
Pnanggung 
Jawab Lap : 

    Hendra 
Gunawan 

 - No. Telp. 
021-
66672613 

13. 

PT. KANTINGAN 
SUMBER 
MINERAL 

Wisama Agro 
Manunggal Lt.6 

Jl. Gatot Subroto 
Kav. 22 Jakarta 

7 Tahun 2010 
06-Jan-10 

1 Tahun 
( 23 juli 2011 ) 

Logam 
( Mangan ) 

Operasi 
Produksi 

180 
Ds. Seren 
Selimbu 
Kec. 
Lumar 
  
  

 - Dirut : The 
Nicholas 

 - 
Pnanggung 
Jawab : 

   Gunawan 
 - No. Telp. 
021-
6290172 
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14. 

PT. MELLENIUM 
DANATAMA  

RESOURCES 
Jl. Kramat Raya 
No. 32-34 Seren 

Jakarta Barat 
  

24 Tahun 2010 
( 25 Januari 2010 ) 

2 Tahun 
( 25 Jan 2012 ) 

Logam 
( Bauksit ) 

Operasi 
Produksi 

1000 

Ds. Suka 
Bangun 
Kec. Sei 
Betung 
  
  
  

 - Dirut : 
Edward 
Halim 
 - 
Penanggun
g Jawab 
Lap : 
    Budhid / 
Rudi 
 - No. Telp. 
021-
3916338 

15. 

PT. KANAAN 
RESOURCES 

Wisma Sejahtera 
Suite 401 

Jl. Letjen S. 
Parman Kav. 75 

24 Tahun 2010 
( 25 Januari 2010 ) 

2 Tahun 
( 25 Jan 2012 ) Logam  

( Tembaga 
) 

Eksplorasi 4500 

Ds. 
Rantau,  
Sendoreng
, &Beringin 
Baru 
Kec. Mtrd 

 - Dirut : 
Edward 
Sumarli 
 - No. Telp. 
021-
3916338 

25 Tahun 2010 
( 26 Januari 2010 ) 

2 Tahun 
( 26 Jan 2012 ) 

Logam  
( Tembaga 

) 
Eksplorasi 5000 

Ds. Bana, 
Sekaruh 
dan 
Temaso 
Kec. 
Teriak 

16. 

PT. MILLENIA 
ARTHA PRIMA 

Wisma 77 6 
Floor 

Jl. Letjen S. 
Parman 

Kav.77Jakarta 

28 Tahun 2010 
29-Jan-10 

2 Tahun 
( 26 Jan 2010 ) 

Logam 
( Tembaga 

) 
Eksplorasi 5000 

Ds. 
Tubajur 
dan 
Sumber 
Karya 
Kec. 
Teriak  

 - Dirut : 
Sjukur Sarto 
 - No. Telp. 
021-536 

17. 

PT. WAHANA 
PETRA 

SEJAHTERA 
Gdg. Golden 
Truly Lt. 4, Jl. 

Gunung Sahari 
No. 56  

Jakarta Pusat 

103 Tahun 2010 
( 2 Maret 2010 

2 Tahun 
( 2 Mar 2010 ) 

Logam 
( Bauksit ) 

Ekplorasi 5000 

Ds. Mekar 
Baru /Kec. 
Monterado 
Ds. Beringin 
& Ds. Smltn 
Kec. Smltn 

 - Dirut : H. 
Junaldi Hadi 
 - No. Telp. 
021-
4205520 
    021-
4205521 

18. 

PT. 
CEMERLANG 

PRIMA 
SUKSES SEJATI 

Jl. KH. Hasyim 
Ashari (Komp 

Roxy Mas), blok 
D-3 No. 1 

Jakarta Pusat 

226 Tahun 2009 
( 11 Agustus 2009 ) 

2 Tahun 
( 11 Agus 2011 

) 

Logam 
( Emas ) 

Eksplorasi 1921 

Ds. 
Serindu 
Kec. 
Monterado 
  
  

 - Dirut : 
Lukman 
Suseno 
 - No. Telp. 
021-
63858932 

280 Tahun 2010 
( 18 Juni 2010 ) 

6 Tahun 
( 18 Juni 2010 

) 

Logam 
( Emas ) 

Operasi 
Produksi 

198 

19. 

PT. 
BENGKAYANG 
BUMI MINERAL 

Gdg. Fuyinto 
Sentra Mampang 

Lt. 4 
Mampang 

Prapatan Raya 
No. 28 

Jakarta Selatan 

342 Tahun 2009 
( 16 November 2009 

) 

3 Tahun 
( 16 Nov 2012 

) 

Logam 
( Emas ) 

Eksplorasi 
3.776,

1 

Ds. 
Monterado 
dan Siaga 
Kec. 
Monterado 
  

 - Dirut : 
Tajudin 
Sahari 
 - No. Telp. 
021-
85908666 

281 Tahun 2010 
( 18 Juni 2010 ) 

6 Tahun 
( 18 Juni 2010 

) 

Logam 
( Emas ) 

Operasi 
Produksi 

192 

20. 

PT. TUNAS 
ALASKA 

Gdg. The Honey 
Lady Lt. 15 

No. 1505-1506 
Jl. Fluit Selatan 

Raya No.1 
Jakarta Utara 

693 Tahun 2009 
( 1 Desember 2009 ) 

5 Tahun 
( 1 Des 2015 ) 

Logam  
( Galena ) 

Eksplorasi 4000 

Kec. 
Monterado 
Kec. Skw 
Selatan 
  
  
  

 - Dirut : Po 
Suwandi 
 - No. Telp. 
021- 

21. 

PT. PANAGA 
INTI LESTARI 
Jl. Hijas No. 2 

Pontianak Kalbar 

695 Tahun 2009 
( 1 Desember 2009 ) 

5 Tahun 
( 1 Des 2014 ) 

Logam 
( Emas ) 

Eksplorasi 1.200 

Kec. 
Capkala 
Kec. 
Sadaniang 

 - Dirut : 
Martin S. 
Sunggono 
 - No. Telp. 
0561-
737617 

12/Distamben/2010 
  

( 7 Januari 2010 ) 

5 Tahun 
( 7 Januari 

2015 ) 

Logam 
( Emas ) 

Eksplorasi 7.433 

Kec. 
Capkala  
Kec. 
Sadaniang 

22. 

CV. 
PANGKALAN 

MINERA 
PERKASA 

697 Tahun 2009 
( 1 Desember 2009 ) 

5 Tahun 
( 1 Des 2015 ) 

Non 
Logam 

( Zircon ) 
  

Eksplorasi 2.688 

Kec. 
Monterado 
Kec. Skw 
Selatan 

 - Dirut : 
Christianus 
N 
 - No. Telp.  
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Jl. Swadaya No. 
31 Kel. Pasiran 

Singkawang 
Kalbar 

    

23. 

PT. SUMBER 
BUMI KALBAR 
Jl. Tani No. 145 

Kel. Pasiran 
Singkawang 

Kalbar 

698 Tahun 2009 
( 1 Desember 2009 ) 

5 Tahun 
( 1 Des 2014 ) 

Logam 
( Mangan ) 

Operasi 
Produksi 

195,8 
Kec. Sei 
Betung 

 - Dirut : 
Hengky 
Wijaya 
 - No. Telp. 
0562-
639075 

24. 

PT. LEOTAMA 
JAYA 

Jl. Gunung 
Sahari No. 1 
Jakarta Utara 

759 Tahun 2009 
( 31 Desember 2009 

) 

5 Tahun 
( 31 Des 2014 

) 

Logam 
( Mangan ) 

Eksplorsi 4.500 
Kec. 
Lumar 
Kec. 
Tebas 

 - Dirut : 
Bong Tjan 
San 
 - No. Telp. 
021-
6413138 
  
  

760 Tahun 2009 
( 31 Desember 2009 

) 

5 Tahun 
( 31 Des 2014 

) 

Logam 
( Mangan ) 

Eksplorsi 2.400 

25. 

PT. SURAYA 
INDAH 

KHATULISTUW
A 

Jl. Tanjung Pura 
No. 421 

Pontianak Kalbar 

761 Tahun 2009 
( 31 Desember 2009 

) 

5 Tahun 
( 31 Desember 

2014 ) 

Logam 
( Emas ) 

Eksplorasi 9.905 
Kec. Suti 

Semarang 

 - Dirut : 
Sukimin 
Tarjono 
 - No. Telp. 
0561-
738278 

Sumber : Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang 
 

Pengelolaan Mineral dan Batubara adalah usaha 

pertambangan mineral dan batubara yang telah dilakukan 

di Kabuapten Bengkayang baik berupa kegiatan sebagian 

atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, 

pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang 

meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, 

Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Permurnian, 

Pengangkutan, dan Penjualan serta Kegiatan Pasca 

Tambang. 

b) Pertanian 

Sektor Pertanian merupakan penunjang utama 

perekonomian Kabupaten Bengkayang, baik sebagai 

penghasil nilai tambah maupun sumber penghasilan atau 

penyedia lapangan kerja sebagian besar penduduk.  

Tabel 1.6 Produksi Pertanian di Kabupaten Bengkayang 

Kecamatan/Kota 

Regency/Municipality 

Produksi Padi (ton) 

Paddy Production (ton) 

Produksi Beras (ton) 

Rice Production (ton) 

(1) (2) (3) 

Sungai Raya 1.586 27,48 

Sungai Raya 
Kepulauan 

1.028 25,08 

Capkala 5.260 25,90 

Samalantan 8.818 25,57 

Lembah Bawang 3.021 20,37 

Monterado 7.564 26,13 

Sungai Betung 11.038 26,93 

Bengkayang 6.056 26,63 

Teriak 10.688 26,31 

Lumar …... 
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Lumar 5.493 25,06 

Ledo 4.706 25,70 

Suti Semarang 1.542 19,37 

Sanggau Ledo 3.370 21,13 

Tujuh Belas 2.136 21,79 

Seluas 4.046 20,79 

Jagoi Babang 2.712 22,51 

Siding 1.329 18,06 

Kabupaten Bengkayang 80.392 24,69 

                                         Sumber : BPS dan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan  
Kabupaten Bengkayang 

 

c) Perkebunan 

Jenis tanaman Perkebunan yang menjadi komoditas 
utama Kabupaten Bengkayang pada tahun 2018 adalah 
Kelapa Sawit. Produksi tanaman perkebunan yang 
terbesar di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2018 
adalah Kelapa Sawit yaitu sebesar 154.278 ton dengan 
luas tanam sebesar 98.693 hektar. Kecamatan yang 
paling luas tanaman sawitnya adalah Kecamatan Jagoi 
Babang yaitu sebesar 28.232 hektar, namun produksi 
sawit yang terbesar berada di Kecamatan Seluas yakni 
sebesar 60.494 ton. Dibanding dengan tahun sebelumnya, 
luas tanaman kelapa sawit meningkat sebesar 6,59% dan 
produksinya juga meningkat sebesar 2,82%. 

Luas tanaman karet pada tahun 2018 sebesar 
53.063 hektar dengan produksi sebesar 23.156 ton, 
Kecamatan yang luas tanaman karetnya paling besar 
adalah Kecamatan Samalantan, namun produksi tanaman 
karet yang paling besar di Kecamatan Lembah Bawang. 

Produksi tanaman kelapa dalam pada tahun 2018 
adalah sebesar 2.619 ton dengan luas tanamnya sebesar 
4.277 hektar. Kecamatan yang paling luas tanaman 
kelapa dalam serta produksinya adalah Kecamatan 
Sungai Raya. 

Produksi tanaman kelapa Hybrida pada tahun 2018 
adalah sebesar 26 ton  dengan luas tanamnya sebesar 
104 hektar. Kecamatan yang paling luas tanaman kelapa 
hybrida serta produksinya adalah Kecamatan Tujuh Belas. 

Produksi Tanaman Kopi pada tahun 2018 adalah 90 
ton dalam bentuk biji kering dengan luas tanamnya 
sebesar 386 hektar. Kecamatan yang paling luas tanaman 
kopinya adalah Kecamatan Sanggau Ledo, namun 
produksi tanaman kopi yang palig besar di Kecamatan 
Tujuh Belas. 

Produksi tanaman Cengkeh pada tahun 2018 adalah 
sebesar 265 ton dalam bentuk asalan dengan luas 
tanamnya sebesar 826 hektar. Kecamatan yang paling 

Luas …... 
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luas tanaman cengkeh serta produksinya adalah 
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. 

Produksi Tanaman Lada ada 2 jenis yaitu lada hitam 
dan lada putih. Total produksi lada selama tahun 2018 
sebesar 1.975 ton dengan total area luas tanam sebesar 
3.072 hektar. Kecamatan yang paling luas tanaman lada 
serta produksinya adalah Kecamatan Seluas. 

Produksi Tanaman Kakao pada tahun 2018 adalah 
sebesar 540 ton dalam bentuk Biji Kering dengan luas 
tanamnya 2.041 hektar. Kecamatan yang paling luas 
tanaman Kakao adalah Kecamatan Sungai Raya tetapi 
yang paling besar produksinya adalah Kecamatan 
Capkala. 

Produksi Tanaman Kemiri pada tahun 2018 adalah 
sebesar 122 ton dengan luas tanamnya sebesar 1.070 
hektar. Kecamatan yang paling luas dan yang paling 
besar produksi tanaman Kemirinya adalah Kecamatan 
Bengkayang. 

Produksi Tanaman Pinang pada tahun 2018 adalah 
sebesar 17 ton dengan luas tanamnya sebesar 82 hektar. 
Kecamatan yang paling luas tanaman Pinang adalah 
Kecamatan Sungai Raya Kepualuan namun yang paling 
besar produksinya adalah Kecamatan Sungai Raya. 

Produksi Tanaman Pala pada tahun 2018 adalah 
sebesar 19 ton dengan luas tanamnya sebesar 58 hektar. 
Kecamatan yang paling luas dan yang paling besar 
produksi tanaman Pinangnya adalah Kecamatan Sungai 
Raya Kepualuan. 

Sedangkan untuk Luas kawasan kritis pada tahun 
2018 paling luas terdapat di Kecamatan Seluas sebesar 
31.752,83 hektar. 

 
Tabel 1.6  Produksi Perkebunan di Kabupaten Bengkayang 

 

Kabupaten/Kota 

Regency/Municipality 

Kelapa 

Oil Pal 

Sawit 

m 

Kelapa* 

Coconut 

Karet 

Rubber 

Kopi 

Coffee 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Sungai Raya 5 0 948  
294 12  

Sungai Raya 
Kepulauan 

2 7.027 865  

265 
3  

Capkala 3 4.597 674  
413 3  

Samalantan 3 7.532 19  
4.108 3  

Lembah 
Bawang 

2 4.287 8  

4.190 
4  

Monterado 0 281 38  
3.626 3  

Sungai Betung 1 0 8  
1.102 6  

Bengkayang 0 41 9  
1.193 3  

Teriak 0 0 3  
1.809 2  

Lumar 1 397 3  
756 5  

Ledo 1 25.430 7  
849 3  

Suti semarang …... 
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Suti Semarang 0 0 2  
531 4  

Sanggau Ledo 2 2.567 13  
1.620 16  

Tujuh Belas 5 692 9  
700 19  

Seluas 1 60.494 12  
1.328 4  

Jagoi Babang 0 36.669 1  
228 0  

Siding 0 0 0  
144 0  

Bengkayang 
26 154.278 2.619 

 
23.156 90 

 

Sumber : Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten 
Bengkayang 

d) Kehutanan 

Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kab. Bengkayang tahun 2017 bahwa kondisi hutan dirinci 
menurut statusnya adalah sebagai berikut : 

Taman Nasional sebesar 37.394,49 hektar, Hutan 
Lindung sebesar 35.359,47 hektar, Hutan Produksi 
Terbatas sebesar 41.691,24 hektar, Hutan Produksi 
Dikonversi sebesar 16.881,59 hektar, Hutan Produksi 
Biasa sebesar 67. 296,85 hektar dan Areal Penggunaan 
Lain sebesar 357.629,08 hektar. 
No Status Luas 
(1) (2) (3) 
1. Taman Nasional / Cagar Alam 37.394,49 
2. Hutan Lindung 35.359,47 
3. Hutan Produksi terbatas 41.691,24 
4. Hutan Produksi dikonversi 16.881,59 
5. Hutan Produksi biasa 67.629,85 
6. Areal Penggunaan Lain 357.629,08 

 Jumlah 556.597,72 

 

c. Idiologi 

a) Umumnya masyarakat Kab. Bengkayang sudah 
menghayati Dasar Negara Pancasila dan Undang - Undang 
Dasar 1945, namun masih terdapat sebagian masyarakat 
yang Sumber Daya Manusianya cukup rendah, terutama 
masyarakat pedalaman.  

b) Dalam pelaksanaannya penghayatan Pancasila dan UUD 
1945 masih perlu pendekatan yang disertai contoh 
keteladanan oleh semua pihak khususnya dari Aparatur 
Pemerintah. 

c) Sebagian besar organisasi masyarakat telah 
mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas 
dalam AD / ARTnya. 

d) Kabupaten Bengkayang berbatasan langsung dengan 
Negara Malaysia ( Sarawak - Malaysia ), untuk itu perlu 
diwaspadai kemungkinan adanya Infiltrasi dan sisa - sisa G 
30 S / PKI. 

 
e) Munculnya…... 
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e) Munculnya beberapa aliran kepercayaan baru yang 
disinyalir sebagai pemahaman bagi kelompok / oknum 
tertentu yang dapat merusak idiologi yang telah ada. 

d. Politik 

i. Pilkada kabupaten bengkayang pada dasarnya merupakan 
agenda untuk perombakan daerah untuk menjadi lebih baik 
dan beradab.pada kenyataannya persoalaan 
ekologi,eksploitasi SDA dan deforestasi menjadi misi utama 
penguasa atas nama perbaikan dan keberlanjutan ekonomi 
masyarakat,namun masih diwarnai politik dan identitas yang 
sangat kental. 

ii. Masih adanya potensi benturan antar kelompok warga 
masyarakat dengan aparat dan antar kelompok warga 
masyarakat dengan sektor privat karena adanya kepentingan 
dan pengaruh negatif atas globalisasi yang penuh 
keterbukaan,juga mempengaruhi wawasan kebangsaan dan 
kesadaran bela negara. 

iii. Pemilihan kepala daerah tahun 2020 dikabupaten 
bengkayang dilaksanakan pada bulan Desember 2020 
diselengara di 17 kecamatan yang ada di kabupaten 
bengkayang. 

iv. Wacana pemekaran daerah kecamatan,Desa  dikabupaten 
bengkayang akan terus bergulir 

v. Politisasi permasalahan sosial yang dikaitkan dengan isu 
SARA. 

vi. Perubahan yang siknifikan dalam bidang politik dan 
pemerintah saat ini telah merubah penyelengaraan 
pemerintahan di daerah yang di tandai dengan dimulainya 
proses penyelengaraan otonomi daerah. 

 
e. Ekonomi 

i. Perdagangan 

        Pada tahun 2018, terdapat 177 unit Koperasi yang ada 
di Kabupaten Bengkayang. Dilihat menurut jenisnya, jumlah 
KUD (Koperasi Unit Desa) yang ada adalah sebanyak 20 
unit sedangkan koperasi non KUD ada 166 tersebar 
diseluruh Kecamatan yang ada di Kab. Bengkayang. 
Jumlah Anggota Koperasi yang tercatat selama tahun 2018 
adalah sebanyak 17.943 orang anggota KUD sebanyak 
3.932 orang dan non KUD sebanyak 14.011 orang, namun 
untuk beberapa data masih menggunakan data tahun 2014 

ii.  Industri 

         Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang, 
salah satu sektor yang menjadi penggerak perekonomian 
Kabupaten Bengkayang adalah sektor Industri. Sektor 
Industri yang ada sebagian besar adalah industri rumah 
tangga, kecil dan menengah. Untuk itu, sektor ini perlu lebih 
dipacu untuk dapat lebih berperan dalam perekonomian 

Kabupaten …... 
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Kabupaten Bengkayang mengingat pada saat awal krisis 
moneter , sektor ini mampu bertahan. 
  Penggerak sektor Industri di Kabupten 
Bengkayang sebagian besar masih berupa industri rumah 
tangga dan industri kecil tetapi sampai saat ini, direktori 
jumlah usahanya juga belum tersedia. 
Banyaknya industri kecil formal yang tercatat pada tahun 
2017 sebanyak 135 unit usaha dan industri kecil non formal 
sebanyak 170 unit usaha, sedangkan data untuk tahun 2018 
belum tersedia. 

iii. Perhubungan 

         Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang 
penting untuk mempelancar kegiatan perekonomian. 
Semakin meningkatnya usaha pembangunan menuntut 
peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan 
mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas dari satu 
daerah ke daerah lain. 
      Panjang jalan yang berada di wilayah Kabupten 
Bengkayang pada tahun 2018 adalah 1.496,63 kilometer. 
Dari keseluruhan panjang jalan tersebut, tercatat 
141,43kilometer merupakan jalan negara, 74,30 kilometer 
merupakan jalan provinsi dan 1.280,90 kilometer merupakan 
jalan Kabupaten. 
          Dilihat dari kondisi permukaan jalan, sebagian besar 
jalan yang ada di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2018 
adalah jenis permukaan aspal sepanjang 477,5 kilometer, 
kerikil sepanjang 283,5 kilometer, tanah sepanjang 519,74 
kilometer dan permukaan lainnya sepanjang 112 kilometer. 
          Dilihat dari kondisi jalan, pada tahun 2019 jalan 
dengan kondisi yang baik sepanjang 385,71kilometer, jalan 
kondisi sedang sepanjang 315,43 kilometer, jalan kondisi 
rusak ringan sepanjang 329,93 kilometer dan jalan kondisi 
rusak berat sepanjang 249,87 kilometer. Sedangkan untuk 
kelas jalan jenis IIA sepanjang 0kilometer,kelas jalan jenis 
IIB sepanjang 0 kilometer, dan kelas jalan jenis IIC 
sepanjang 1.386,98 kilometer dan sepanjang 1.386,98 
kilometer kelas jalan yang tidak dapat dirinci. 
        Untuk jumlah Kendaraan Bermotor berdasarkan jenis 
Kendaraan di Wilayah Hukum Polres Bengkayang yang 
tercatat pada tahun 2018 sebanyak 4.202 kendaraan dan 
sebagian besar adalah kendaraan jenis sepeda motor, yaitu 
sebanyak 3.967 unit kendaraan. 

f. Sosial Budaya 

i. Kondisi sosial budaya Kabupaten Bengkayang saat ini 
pada umumnya relatif baik terutama setelah berlalunya 
masa krisis sosial budaya akibat terjadinya konflik antar 
oknum etnis. kemajuan ini ditandai dengan semakin 
kokohnya persatuan dalam keragaman, tumbuhnya 
suasana kehidupan yang penuh toleransi, berkembangnya 
budaya damai dan kemauan menyelesaikan masalah 

Dengan…... 
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dengan tanpa kekerasan, serta kondusifnya interaksi 
antarbudaya; 

ii. Kehidupan masyarakat Bengkayang dalam bidang agama, 
terutama yang berkenaan dengan kesadaran 
melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan 
masyarakat tampak beragam dan mengalami peningkatan 
yang bervariasi. Pada sebagian masyarakat, kehidupan 
beragama belum menggambarkan penghayatan dan 
penerapan yang optimal terhadap nilai-nilai ajaran agama 
yang dianutnya. Kehidupan beragama pada masyarakat 
masih pada tataran simbol-simbol keagamaan dan belum 
pada substansi nilai-nilai ajaran agama. Mayoritas ummat 
beriman di Kalimantan Barat masih berada pada situasi 
kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang 
marginal. Keadaan ini berdampak pada lemahnya 
ketahanan beragama/kepercayaan, kreativitas umat 
beriman, dan eksistensi lembaga keagamaan/ 
kepercayaan. Hal ini tercermin antara lain dari rendahnya 
kemampuan mereka dalam menyikapi dinamika 
perubahan sebagai akibat dari serbuan budaya global. 
Nilai-nilai ajaran agama/kepercayaan yang diharapkan 
menjadi filter ternyata masih belum berfungsi 
sebagaimana mestinya. 
(1) Agama / aliran kepercayaan : 

(a)  kehidupan masyarakat Bengkayang dalam 
bidang agama, terutama yang berkenaan 
dengan kesadaran melaksanakan ajaran 
agama dalam kehidupan masyarakat tampak 
beragam dan mengalami peningkatan yang 
bervariasi; 

(b) di Kabupaten Bengkayang terdapat 6 agama 
yang diakui oleh Pemerintah yaitu : Islam, 
Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan 
Konghucu. 

(2) Budaya / Kultur : 
      Pembangunan Bengkayang di bidang budaya 
relatif mengalami peningkatan. Namun demikian 
pembangunan karakter atau jatidiri dan kultur 
masyarakat Kalbar yang lebih konstruktif, seperti 
sikap menghargai dan mampu mengaktualkan 
nilai budaya luhur, kearifan lokal, kekeluargaan, 
solideritas sosial, nasionalisme, serta kultur 
mandiri, kerja keras dan kreatif-inovatif, masih 
belum meningkat dan belum berkembang secara 
merata.  

(3) Kependudukan  /  Transmigrasi 
      Bengkayang merupakan Kabupaten yang 
banyak menerima warga transmigrasi umum 
khususnya dari daerah Pulau Jawa dan tersebar 
dibeberapa Kecamatan. 

 
 (4) Kegiatan …... 



21 
 

 

(4) Kegiatan Masyarakat : 
         Seiring dengan perkembangan 
perekonomian dan pembangunan dan timbulnya 
berbagai masalah pemerintahan di Indonesia dan 
khususnya di Kabupaten Bengkayang, sehingga 
menimbulkan berbagai permasalahan yang 
menarik minat masyarakat untuk menyampaikan 
pendapatnya di muka umum/unjuk rasa di 
gedung-gedung pemerintahan baik dari 
masyarakat umum maupun dari mahasiswa. 

g. Pertahanan dan Keamanan 

a) Kesatuan TNI / POLRI terdiri dari :  

No. Keterangan  Kesatuan Jumlah  

1. TNI-AD Kodim  7 

  Kompi 645  1 

  Kodim 

Koramil  

1 

7 

2. TNI-AU Lanud  1 

3. POLRI  Polres  1 

  Satpolair  1 

  Klinik Polres 1 

  Polsek  14 

  Polsubsektor  1 

  Pos Pol 16 

b) Kekompakan aparat keamanan ( TNI / POLRI ) cukup 

baik; 

c) Tindak pidana dan pelanggaran disiplin yang dilakukan 

anggota TNI/POLRI relatif kecil; 

d) Kondisi keamanan dan ketertiban wilayah hukum Polres 

Bengkayang relatif stabil, hal ini ditandai dalam beberapa 

tahun terakhir tidak ada kerusuhan sosial yang 

bernuansakan SARA dan tindakan pelanggaran hukum 

yang menimbulkan dampak keresahan sosial yang 

bersifat massif. Sedangkan tindak kejahatan yang bersifat 

konvensional, transnasional, kejahatan atas kekayaan 

negara, dan kejahatan yang bersifat kontijensi masih 

berpotensi terjadi di Kabupaten Bengkayang.  

e) Beberapa kasus menonjol yang  mempunyai dampak 

meresahkan masyarakat dan memerlukan perhatian 

khusus antara lain : 

(1) pembunuhan. 

(2)  Penganiayaan …... 
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(2) penganiayaan berat. 

(3) pencurian dengan pemberatan. 

(4) pencurian dengan kekerasan. 

(5) pencurian ranmor. 

(6) perkosaan. 

(7) pembakaran / kebakaran. 

(8) perjudian. 

(9) narkoba. 

(10) penyelundupan. 

(11) penggelapan. 

(12) pemalsuan mata uang. 

f) Analisa dan evaluasi data gangguan Kamtibmas tahun 

2019 - 2020, yaitu : 

No 
Jenis 

Kejahatan 

2019 2020 

L S % L S % 

1 Konvensional 108 109  72 73  
2 Transnasional 98 100  35 39  

3 Terhadap 
Kekayaan 
Negara 

24 16  4 14  

4 Kontinjensi 0 0  0 0  

Jumlah 230 225  111 126  

Pada tahun 2019 gangguan Kamtibmas berjumlah  230 
kasus dan selesai 225 kasus atau 98% Sedangkan 
pada tahun 2020 gangguan kamtibmas berjumlah 111 
kasus dan selesai 216 atau 100,14%. Fakta ini 
merupakan indikator : 
(1) situasi Kamtibmas Bengkayang semakin aman; 
(2) meningkatnya rasa aman dalam kehidupan 

masyarakat; 
(3) strategi operasional Polres Bengkayang yaitu 

Proactive Policing berjalan efektif dan sudah 
tepat; 

(4) peran media dalam penyebaran informasi dan 
memberikan informasi kepada masyarakat dan 
kepolisian berjalan efektif.  

Menurunnya gangguan kamtibmas pada 
tahun 2020 dibanding tahun 2019 menunjukan 
bahwa kinerja fungsi penegakan hukum cukup 
maksimal; 

(1) masyarakat pencari keadilan sudah terlayani 
dengan baik; 

(2) tindak pidana yang dilaporkan masyarakat banyak 
yang terselesaikan; 

(3) kompetesi dan profesionalisme penyidik cukup baik 
dan harus ditingkatkan dalam penanganan tindak 
pidana yang dilaporkan masyarakat.  

g) Perbatasan …... 
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g)      Perbatasan 

(1) Situasi perbatasan 

(a) Daerah perbatasan negara sepanjang 76,564 
Km melintasi 3 Kecamatan meliputi Kecamatan 
Seluas, Kecamatan Jagoi Babang dan 
Kecamatan Siding serta 5 Desa yang 
berbatasan langsung dengan Sarawak 
Malaysia; 

(b) Pos pelayanan perbatasan 1 unit yaitu Pos 
pelayanan Kepolisian Jagoi Babang di Kec. 
Jagoi Babang; 

(c)    Kasus –kasus yang sering terjadi di wilayah 
perbatasan antara lain: Illegal Logging, Illegal  

        Trading, Illegal Fishing, Trafficking In Person, 
Keimigrasian, tindak pidana Kepabeanan, 
Penganiayaan, Narkoba dan TKI. 

(2) Masalah perbatasan 

(a) Kabupaten Bengkayang berbatasan langsung 
dengan  Malaysia Timur terdiri dari 2 
Kecamatan : 
- Kecamatan Jagoi Babang desa Jagoi 

Babang, desa Sungkung, desa Saparan 
berbatasan dengan Serikin Malaysia Timur; 

- Kecamatan Siding, Desa Siding berbatasan 
dengan kampung serikin malaysia timur; 

(b) Kabupaten Bengkayang belum mempunyai 
PPLB resmi, namun terdapat 11 jalan illegal 
yang mudah dijangkau menghubungkan antara 
Kab. Bengkayang dengan Malaysia Timur yang 
terdapat di : 
-  Jagoi Babang dengan Serikin; 
-  Jagoi Sawit Biji dengan Serikin; 
-  Desa Siding dengan Padangpan-Pisang-

Kabun; 
-  Jln. Dwikora; 
-  Jln. Kampung Sejaro; 
- Jln.Semunying dengan Rasau (Rimbunan 

Hijau); 
-  Jln. illegal Semunying dengan Serikin; 
- Jln. illegal Semunying II dengan Serikin; 
- Semunying Jaya Jagoi Babang dengan 

Perkebunan Sawit Malaysia; 
-  Jagoi Sawit BJI dengan Sebodok; 
-  Desa Gumbang Lama. 

(3) Perbatasan dan pulau terluar 

Walaupun hanya sebagian kecil wilayah Kabupaten 

Bengkayang yang merupakan wilayah Perairan laut, 

Kabupaten Bengkayang juga memiliki sejumlah 

pulau yang berada di Kec. Sungai Raya Kepulauan, 

             Yakni …... 
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yakni sebanyak 12 pulau. Dari sejumlah pulau 

tersebut, ada sebanyak 6 pulau yang masih belum 

berpenghuni dan 6 pulau sudah berpenghuni. 

Semua pulau yang ada terletak di wilayah perairan 

laut Natuna. Pulau terbesar yang berpenghuni 

adalah Pulau Lemukutan dan pulau Kabung. 

(4) Isu-isu pokok yang terjadi di perbatasan Bengkayang 

- Indonesia ( Jagoi Babang dan Siding ) dengan 

Serawak - Malaysia bisa menjadi permasalahan 

nasional yang sewaktu-waktu dapat merepotkan baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, 

diantara isu yang ada di perbatasan dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

(a) Darat 

- Perpindahan kewarganegaraan masyarakat 

perbatasan menjadi Warga Negara Malaysia; 

- Masalah yang berkaitan dengan kedaulatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

- Adanya tingkat kesenjangan kesejahteraan, 

pendidikan dan kesehatan masyarakat 

perbatasan dengan masyarakat Serawak; 

- Kurangnya penegakkan hukum sehingga 

terjadinya banyak kegiatan illegal eksploitasi 

sumber daya alam yang tidak terkendali 

mengakibatkan terjadinya degradasi hutan, 

lingkungan hidup, serta makin punahnya 

satwa dan plasma asli Kalimantan; 

- Belum terkoordinasinya penanganan 

masalah-masalah perbatasan antar Negara; 

- Perkembangan lingkungan strategis global 

dan nasional memberi pengaruh secara 

umum terhadap lintas batas di kawasan 

perbatasan. 

(b) Kerawanan …... 
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(b)      Kerawanan Tindak Pidana di Perbatasan 

- Illegal logging 

- Illegal fishing 

- Illegal minning 

- Trafficking in person 

- People smuggling 

- Penyelundupan 

- Arm smuggling & handak 

- Terorisme 

- Sea piracy.  

-  

h. Analisis SWOT 

Pelaksanaan tugas Polres Bengkayang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang berasal dari internal dan eksternal. Faktor internal 

merupakan aspek kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor 

eksternal merupakan aspek peluang dan tantangan. Aspek 

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan perlu untuk dilakukan 

identifikasi dan analisa agar dapat ditemukan formula yang tepat 

dalam menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas Polres 

Bengkayang. 

1) Kekuatan (Strenght) 

a) Polres  sebagai Kesatuan Operasional Dasar dan 

Polsek/polsubsektor sebagai unsur terdepan pelayanan di 

bidang keamanan dan ketertiban kepada masyarakat. Hal 

ini untuk mewujudkan  pelayanan prima kepolisian kepada 

masyarakat melalui penggelaran kekuatan dan lapis 

kemampuan,  Polres Bengkayang  mulai tingkat 

Kabupaten sampai tingkat kecamatan dengan struktur 1 

Polres, 14 Polsek (Polsek : 1 Urban, 7 Rural,6 PraRural), 

dan 1 Polsubsektor; 

b) Kekuatan personel Polres Bengkayang Tahun 2019, 

sebanyak 510 orang, yang terdiri dari :  

a. Anggota Polri  508 orang; 

b. ASN Polri  2 orang;  

c)  Dukungan …... 
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c) Dukungan Sarpras Polres Bengkayang  yang semakin 

meningkat setiap tahunnya khususnya pemenuhan 

peralatan operasional seperti; transportasi laut (kapal 

dengan berbagai tipe) dan transportasi darat (kendaraan 

bermotor patroli dan kendaraan bermotor taktis), 

persenjataan, alat penginderaan, teknologi informasi dan 

komunikasi dan materiil atau suku cadang tergelar mulai 

dari Polres sampai dengan tingkat Polsek/Polsubsektur 

dan mendukung sebagian besar  kegiatan operasional 

Polri;  

d) Personel Polres Bengkayang telah membuat dan 

menandatangani komitmen integritas dan zero tollerance 

terhadap penyimpangan; 

e) Kepercayaan masyarakat terhadap Polres Bengkayang 

yang terus meningkat yang merupakan cerminan dari 

kesadaran masyarakat untuk peduli Kamtibmas dan turut 

serta berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan tugas 

Polri dilapangan; 

f) Reputasi / kepercayaan Polres Bengkayang oleh 

pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka 

penanganan kasus yang menjadi atensi pemerintah dalam 

hal penanganan Trafficking in person, Illegal  Logging, 

Illegal Mining, Illegal Trading, Illegal Fishing, korupsi, 

narkoba, kasus penyeludupan kendaraan bermotor, 

pelanggaran lintas batas orang dan barang; 

g) Adanya koordinasi dan kerjasama Polres Bengkayang 

dengan aparat penegak hukum dan masyarakat dalam 

menghadapi tantangan tugas Polri.  

2) Kelemahan (weakness) 

a) Terdapat 1 Polsek yang belum memiliki Mako, yaitu 

Polsek Lumar, (Polres Bengkayang); 

b) Terdapat 2 Kecamatan belum terbentuk Polsek ataupun 

Polsubsektor yaitu Lembah Bawang dan Tujuh Belas  

c) Belum optimalnya pelaksanaan program Perpolisian 

Masyarakat (Polmas) sehingga masih sangat diperlukan 

            Peningkatan…... 
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peningkatan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri dilapangan; 

d) Panjangnya garis perbatasan wilayah Kabupaten 

Bengkayang – Indonesia dengan Serawak(Serikin) – 

Malaysia yaitu 89,5 Km yang memerlukan pengamanan 

dari Polri, namun Polres Bengkayang baru memiliki 2 

Polsek Perbatasan yaitu Polsek Jagoi Babang dan Polsek 

Siding dan 1 Pos Pelayanan Kepolisian Perbatasan yang 

terletak di Polsek Jagoi Babang; 

e) Personel Polres Bengkayang memiliki kesempatan yang 

sangat terbatas baik di fungsi operasional maupun 

pembinaan untuk mendapatkan pengetahuan kepolisian 

maupun ketrampilan di lapangan terutama dalam segi 

penguasaan ketentuan peraturan dan perundang-

undangan, penguasaan teknologi komunikasi berbasis 

teknologi informasi dan bio kimia di bidang  kriminalitas  

yang modern. Hal ini dapat dilihat dalam menghadapi 

kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih 

serta masih tingginya proses birokrasi dalam penyelesaian 

perkara, personel Polri masih sangat terbatas kemampuan 

dan pengetahuannya; 

f) Kultur budaya organisasi  Polri  termasuk di Polres 

Bengkayang belum menunjukan kemajuan yang optimal 

yang terindikasi dari masih terdapatnya anggota Polri 

yang menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan 

tugasnya, meskipun persentasenya bila dibandingkan 

dengan jumlah pegawai negeri pada Polri tidak signifikan 

namun dengan adanya pemberitaan di media massa baik 

cetak maupun elektronik menimbulkan keluhan dan 

ketidakpuasan atas pelayanan Polri oleh masyarakat; 

g) Kualitas pelayanan Polres Bengkayang  kepada 

masyarakat masih perlu ditingkatkan baik dari kuantitas 

pelayanan, jenis pelayanan dan waktu pelayanan yang 

memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang 

memadahi dan dukungan teknologi informasi sehingga 

mampu …... 
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mampu meminimalkan potensi KKN atau penyalahgunaan 

wewenang. 

h) Adanya kebijakan refocusing berdampak pada tidak 

terlaksananya beberapa kegiatan yang sudah terprogram 

dalam Renstra dan Renja Polres Bengkayang  

i) Keterbatasan sarana prasarana serta Peralatan Khusus 

(Alsus) termasuk peralatan komunikasi untuk mendukung 

penugasan operasional dilapangan baik pada tingkat 

satuan di lingkungan Mapolres sampai dengan satuan 

ditingkat yang paling bawah (Polsek / Polsubsektor), 

dihadapkan tuntutan masyarakat akan kehadiran anggota 

Polri secara cepat, tepat, kapan saja dan dimana saja; 

3) Peluang (opportunities) 

a) Kebijakan  Pemerintah Pusat yang memprioritaskan 

pembangunan di wilayah perbatasan sedang berjalan; 

b) Kebijakan revolusi mental untuk mewujudkan good 

government, clean governance, anti korupsi dan 

pelayanan publik yang prima; 

c) Peningkatan anggaran operasional kepolisian dan 

tunjangan kinerja; 

d) Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten 

Bengkayang kepada Polres Bengkayang dalam rangka 

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang; 

e) Adanya kepercayaan masyarakat terhadap Polres 

Bengkayang dalam bentuk partisipasi aktif berupa saran 

dan masukan serta informasi gangguan Kamtibmas 

melalui layanan pesan singkat maupun secara langsung 

melalui nomor handphone para pejabat utama Polres 

Bengkayang dan para Kapolsek Jajaran; 

f) Makin aktifnya kontrol eksternal dari DPR RI, DPRD, BPK, 

Komnas HAM dan LSM yang merupakan bentuk 

kepedulian masyarakat terhadap Kinerja Polri dan sebagai 

evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Polri dilapangan; 

g)  adanya…... 
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g) Adanya atensi pemerintah pusat tentang prioritas 

perencanaan pembangunan diwilayah perbatasan. 

h) Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri di Polres 

Bengkayang yang secara terus menerus berlanjut 

merupakan upaya percepatan pencegahan korupsi 

melalui program pembangunan Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBBK), hal ini memberikan peluang 

bagi Polri untuk dapat melanjutkan Reformasi Birokrasi 

Polri yang mencakup aspek Struktural, Instrumental dan 

khususnya aspek Kultural.   

i) Adanya aplikasi perencanaan yang terintegrasi dengan 

satuan kewilayahan. 

4) Ancaman (Threat) 

a) Kejahatan lintas batas antar negara dan antar pulau yang 

terjadi diwilayah hukum Polres Bengkayang terutama 

rawan terhadap kejahatan lintas negara (Transnational 

Crime)  meliputi :  

(1) pelanggaran lintas batas orang dan barang. 

(2) trafficking in person. 

(3) penyelundupan hasil hutan dan hasil perkebunan. 

(4) penyelundupan kendaraan. 

(5) illegal loging, illegal mining, illegal trading dan 

illegal fishing; 

(6) pengaruh budaya / adat istiadat. 

b) Wilayah Kabupaten Bengkayang yang memiliki panjang 

garis pantai sepanjang 36 Km dan panjang garis 

perbatasan Negara 89,5 Km yang merupakan corong 

barat pertahanan Indonesia bagian Barat serta laut yang 

demikian luas juga menimbulkan kerawanan tersendiri, 

karena dapat mengakibatkan terjadinya pencurian ikan 

dan hasil laut lainnya, penyelundupan, imigran gelap dan 

rawan akses peredaran gelap Narkoba; 

c) Potensi kerusuhan antar etnis, khususnya antara suku 

Dayak, Melayu dan Madura yang masih mungkin terjadi 

                Juga ……………. 
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juga merupakan kerawanan yang perlu diwaspadai. 

Demikian juga kontinjensi lainnya yang berkaitan dengan 

unjuk rasa dari mahasiswa, LSM, buruh, kelompok islam 

radikal memerlukan kesiapan dan kewaspadaan aparat 

Kepolisian secara berlanjut; 

d) Sulitnya masyarakat perbatasan (Bengkayang - Malaysia) 

untuk mengakses informasi baik media cetak maupun 

elektronik dari dalam negeri dan mudahnya masyarakat 

perbatasan mengakses informasi dari luar (Malaysia) akan 

berdampak negatif terhadap wawasan kebangsaan dan 

lunturnya nilai-nilai nasionalisme kebangsaan, sehingga 

berpotensi menimbulkan ancaman disintegrasi bangsa; 

e) Makin berkembangnya wilayah perbatasan yang ditandai 

dengan diresmikannya PLBN Aruk di Kecamatan Sajingan 

Besar Polres Sambas, PLBN Badau Polres Kapuas Hulu 

dan akan direncanakan berikutnya Jagoi Babang Polres 

Bengkayang tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan 

jaringan teroris dan narkoba sebagai jalur alternatif untuk 

masuk ke wilayah Indonesia; 

f) Masih banyaknya pulau - pulau kecil yang berpenghuni 

dan yang tidak berpenghuni belum dibangun Pos 

Pelayanan Kepolisian sehingga rawan terjadinya tindak 

kejahatan dan sengketa pulau dengan negara tetangga; 

g) Adanya perbedaan status sosial dan ekonomi yang 

mencolok antara masyarakat Bengkayang - Indonesia di 

perbatasan dengan masyarakat negara tetangga 

Serawak-Malaysia, sehingga memberikan pengaruh 

psikologis bagi masyarakat perbatasan yang akhirnya 

timbul kecemburuan sosial dan mendorong masyarakat 

perbatasan untuk melakukan kegiatan yang menyimpang 

dan melanggar hukum; 

h) Masalah perkebunan kelapa sawit berpotensi 

menimbulkan konflik, dikarenakan lahan perkebunan yang 

digunakan sesuai izin yang dikeluarkan oleh pemerintah 

Masuk …... 
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masuk dalam wilayah hutan masyarakat / tanah adat dan 

ketidakadilan dalam proses pembagian kebun plasma. 

i) Penyebaran pandemi Covid-19 berdampak pada 

pelaksanaan tugas Kepolisian yang kurang optimal.  

2. Identifikasi Masalah 

Berkembangnya lingkungan strategis yang berdampak pada 

meningkatnya potensi ancaman dan gangguan keamanan dalam bentuk 

kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan merugikan 

kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi serta makin 

tingginya tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme Polri, maka tugas 

Polres Bengkayang pada tahun 2022 diprediksi akan semakin berat, 

dengan identifikasi masalah sebagai berikut :  

a. Kualitas pelayanan publik di Polres Bengkayang masih perlu 

ditingkatkan untuk menghindari terjadinya punggutan liar melalui 

sistem pelaporan dan pelayanan publik yang berbasis teknologi yang 

modern;  

b. Pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan 

kamtibmas di Polres Bengkayang  masih perlu untuk ditingkatkan 

melalui penguatan kemampuan deteksi aksi intelijen dan 

pemantapan Polmas dalam rangka menghadapi dampak politik dari 

hasil pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 dikabupaten 

Bengkayang  

c. Penegakan hukum dan pemetaan kejahatan siber berupa penipuan 

online, pornografi anak dan pencurian data melalui akses Ilegal perlu 

ditingkatkan Polres Bengkayang, mengingat semakin maraknya 

kasus kejahatan siber yang menjadi perhatian publik perlu untuk 

ditangani Polres Bengkayang secara profesional, serta Polres 

Bengkayang perlu untuk mendorong terciptanya bentuk-bentuk 

produksi konten kreatif, narasi perdamaian dan merawat ke-

bhinekaan di media sosial; 

d. Pengungkapan kejahatan konvensional, Narkoba, terorisme, korupsi, 

transnational crime dan tindak pidana lainnya perlu ditingkatkan oleh 

Polres Bengkayang mengingat banyaknya kasus-kasus yang 

menjadi perhatian publik perlu untuk ditangani  secara profesional; 

e.   Kesejahteraan…... 
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e. Kesejahteraan aparatur Polres Bengkayang dan pelayanan 

kepolisian lainnya di wilayah perbatasan NKRI di Lokasi Prioritas 

(Lokpri) masih sangat terbatas sehingga memerlukan kajian dan 

usulan untuk peningkatan tunjangan kinerja, pemenuhan rumah 

dinas, pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja secara bertahap; 

f. Penguatan pengawasan internal masih perlu ditingkatkan dengan 

mengefektifkan kegiatan Wasrik dan kerja sama dengan 

pengawasan eksternal untuk mewujudkan pelayanan Polres 

Bengkayang yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;  

g. Pengembangan aparatur Polres Bengkayang yang fokus untuk 

meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi masih belum 

optimal sehingga masih perlu untuk ditingkatkan dengan peningkatan 

kualitas dan kapasitas pendidikan dan latihan, rekrutmen dan 

pembinaan karier yang bersih dari praktik kolusi, korupsi dan 

nepotisme 

h. Terpenuhinya Sarpras Polres Bengkayang dari tingkat Polres 

Bengkayang  dan Polsek khususnya di wilayah perbatasan NKRI di 

Lokasi Prioritas (Lokpri) sesuai dengan kebutuhan minimal Almatsus 

dan Alpalkam Polri masih perlu untuk ditingkatkan mengingat 

Sarpras sangat diperlukan dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari. 

i. Implementasi tatanan hidup baru (newnormal) dalam rangka 

mengantisipasi pandemi Covid-19.  

II. Tujuan dan Sasaran 

1. Visi dan Misi Polda Kalbar 

b. Visi Polda Kalbar 

“Terwujudnya Kalimantan Barat Yang Aman dan Tertib”. 

c. Misi Polda Kalbar 

Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat Kalimantan Barat 

2. Visi dan Misi Polres Bengkayang 

d. Visi Polres Bengkayang 

“Terwujudnya Kabupaten Bengkayang Yang Aman dan Tertib”. 

e. Misi Polres Bengkayang 

Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat Kabupaten 

Bengkayang 

3. Tujuan …... 
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3. Tujuan Jangka Menengah 

a. Polri, adapun tema pembangunan Polri adalah “Menjaga Stabilitas 

Kamtibmas untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi 

Sosial”. 

1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat             

di seluruh wilayah NKRI; 

2) menegakkan hukum secara berkeadilan;  

3) modernisasi pelayanan Polri; 

4) mewujudkan Polri yang profesional; 

5) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya. 

b. Polda Kalbar, adapun tema pembangunan Polda Kalbar adalah 

“Menjaga Stabilitas Kamtibmas untuk Mempercepat Pemulihan 

Ekonomi dan Reformasi Sosial”. 

1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat          

di seluruh wilayah Kalimantan Barat 

2) menegakkan hukum secara berkeadilan;  

3) modernisasi pelayanan Polri; 

4) mewujudkan Polri yang profesional; 

5) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya. 

c. Polres Bengkayang, adapun tema pembangunan Polres Bengkayang 

adalah “Menjaga Stabilitas Kamtibmas untuk Mempercepat 

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. 

1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat          

di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang 

2) menegakkan hukum secara berkeadilan;  

3) modernisasi pelayanan Polri; 

4) mewujudkan Polri yang profesional; 

5) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya 

4. Sasaran Prioritas 

a. Polda Kalbar 

Sasaran Prioritas Polda Kalbar tahun 2022 mengacu kepada 

Sasaran Prioritas Kapolri yang terdapat pada surat edaran tentang 

Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2022  adalah sebagai berikut:   

1) Pertama …... 
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1) pertama “Harkamtibmas yang Kondusif Guna Menjaga 

Stabilitas Kamtibmas dalam Rangka Mempercepat Pemulihan 

Ekonomi dan Reformasi Sosial termasuk di Wilayah Perbatasan 

Kalimantan Barat”; 

2) kedua “Mengoptimalkan Pelayanan Publik Polda Kalbar”; 

3) ketiga “Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan  

Terpercaya”; 

4) keempat “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan 

SDM Polda Kalbar”; 

5) kelima “Pengembangan Almatsus Kepolisian yang Modern 

secara Bertahap dan Berkelanjutan”; 

6)   keenam “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif dan 

Terpercaya”.   

b. Polres Bengkayang 

Sasaran Prioritas Polres Bengkayang tahun 2022 mengacu kepada 

Sasaran Prioritas Kapolri yang terdapat pada surat edaran tentang 

Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2022  adalah sebagai berikut:   

1) pertama “Harkamtibmas yang Kondusif Guna Menjaga 

Stabilitas Kamtibmas dalam Rangka Mempercepat Pemulihan 

Ekonomi dan Reformasi Sosial termasuk di Wilayah Perbatasan 

Kabuapten Bengkayang”; 

2) kedua “Mengoptimalkan Pelayanan Publik Polres Bengkayang”; 

3) ketiga “Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan  

Terpercaya”; 

4) keempat “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan 

SDM Polres Bengkayang”; 

5) kelima “Pengembangan Almatsus Kepolisian yang Modern 

secara Bertahap dan Berkelanjutan”; 

6) keenam “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif dan 

Terpercaya”.   

III.  Arah Bijak dan Strategi Tahun 2022 

1. Arah Kebijakan  dan Strategi Polda Kalbar Tahun 2022 

Untuk…... 
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Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Kalbar 

Tahun 2022, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi Polda Kalbar 

sebagai berikut: 

arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas pertama 

Polda Kalbar Tahun 2022 yaitu “Harkamtibmas Polda Kalbar yang kondusif 

dalam rangka menjaga stabilitas kamtibmas khususnya di sektor industri, 

pariwisata dan investasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan 

reformasi sosial di wilayah Kalimantan Barat” antara lain: 

1) Peran intelijen Polri dalam menjaga Kamtibmas melalui 

peningkatan deteksi aksi;       

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, 

peringatan dini dan cegah dini) fungsi intelijen keamanan 

Polda Kalbar yang didukung   personel,   anggaran  dan   

teknologi    intelijen   yang memadai guna menurunkan 

dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan 

dan konflik sosial. 

b) terdeteksinya gangguan Kamtibmas (PG, AG, GN) di 

seluruh wilayah hukum Polda Kalbar;  

c) tergelarnya operasi intelijen Polda Kalbar dengan 

kemampuan deteksi aksi, peringatan dini, cegah dini 

melalui peningkatan kegiatan penyelidikan, 

penggalangan, pengamanan, kontra intelijen untuk 

mendukung tugas fungsi kepolisian lainnya. 

 

2) Meningkatkan   pencegahan    yang    proaktif   terhadap   

potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme; 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) memetakan potensi terorisme aksi radikal, konflik sosial 

dan gangguan kamtibmas lainnya; 

b) melakukan lidikpamgal dan binluh terfokus kepada 

potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan 

gangguan kamtibmas lainnya; 

c) meningkatkan …... 
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c) meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, 

aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas 

lainnya; 

d) meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, 

pengawalan dan patroli, baik secara rutin atau dialogis 

serta gabungasn dengan TNI pada tempat-tempat yang 

berpotensi rawan kejahatan dan gangguan kamtibmas 

serta terorisme; 

e) menghadirkan anggota Polri di setiap kegiatan 

masyarakat; 

f) meningkatkan pelatihan kemampuan personel dan satwa 

anjing sehingga siap digunakan dalam membantu tugas 

kepolisian untuk pelacakan dan penangkalan;  

g) meningkatkan pengamanan terhadap objek vital/khusus 

dan  VIP yang didukung peralatan dan personel yang 

berkualifikasi. 

3) Meningkatan peran aktif masyarakat dalam memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat melalui 

"Community Policing"; 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) membangun partisipasi publik dalam pengamanan 

lingkungan dengan menguatkan program Polmas 

dengan penggelaran Bhabinkamtibms satu Poilisi satu 

desa/kelurahan untuk melakukan sambang, deteksi, 

memperoleh informasi, mediasi dalam pencegahan dini 

permasalahan kamtibmas; 

b) membentuk dan membina kelompok potensi masyarakat; 

c) pemberdayaan kemitraan dengan lembaga/pranata 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat 

dengan mengembangakan Polmas untuk menjangkau 

seluruh komunitas dalam upaya memelihara dan 

memantapkan kamtibmas. 

 

 4) Penanganan …... 



37 
 

 

4) Penanganan konflik secara humanis 
 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) antisipasi konflik sosial di seluruh wilayah hukum Polda 

Kalbar yang meliputi pilkada, sengketa lahan,  kenaikan 

harga bahan pokok, dan lain lain;  
 

b) pemberian Penyuluhan Kontra Radikal Kepada 

Ormas/Komunitas di masyarakat guna turut 

berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di 

masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial;  

c) melaksanakan penggalangan secara efektif terhadap 

tokoh masyarakat, agama, adat dan pemuda untuk dapat 

berperan serta dalam menetralisir konflik yang terjadi di 

masyarakat; 

d) meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk 

memberikan informasi dan berperan aktif mencegah 

terjadinya konflik. 
 

5) Mewujudkan Kamseltibcarlantas Polda Kalbar; 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) menyelenggarakan operasi kepolisian bidang lalu lintas 

untuk menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas; 

b) menyelenggarakan pengaturan, penjagaan, pengawalan 

dan patroli lalu lintas untuk meningkatkan keamanan, 

keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; 

c) melakukan kajian black spot dan trouble spot kecelakaan 

lalu lintas dan angkutan jalan pada dearah rawan 

kecelakaan lalu lintas; 

d) mendukung pembangunan back office, dan networking                      

di bidang lalu lintas sebagai implementasi e-policing 

pada fungsi lalu lintas guna membangun sistem 

pelayanan prima kepolisian di bidang lalu lintas; 

e) membangun budaya tertib lalu lintas; 

f)   Menghadirkan…... 
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f) menghadirkan personel berseragam di tempat-tempat   

kegiatan masyarakat, sekolah, pasar, tempat ibadah). 

6) Meningkatkan peran Polri di wilayah rawan dan bencana; 

  untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) meningkatkan koordinasi dengan BNPB provinsi dan 

kota untuk melaksanakan latihan bersama guna 

penanggulangan bencana alam di wilyah Kalbar; 

b) menyiapkan personel dan sarana prasarana SAR air, 

darat dan udara guna  terlaksananya upaya preemtif 

dalam rangka pencegahan rawan bencana di wilayah 

hukum Polda Kalbar  

c) penanggulangan bencana alam di wilayah hukum Polda 

Kalbar dilakukan secara profesional;  

7) Penggelaran operasional dan back up kewilayahan 

personel Polri dalam rangka pengamanan unjuk rasa; 

konflik sosial dan menjalin sinergisitas polisional; 

         untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka 

strategi yang akan dilakukan: 

a)  pendekatan penanganan unjuk rasa secara dialogis dan 

humanis di wilayah hukum Polda Kalbar;  

b)  penggelaran satuan operasional untuk penanganan 

unjuk rasa anarkis (Perkap Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Penindakan Huruhara) 

c) menyiapkan jumlah kebutuhan kekuatan personel  

pasukan PHH/ pasukan anti anarkis untuk mem-back up 

pengamanan unjuk rasa di kewilayahan; 

d) melaksanakan kegiatan rutin latihan fungsi kepolisian 

dalam rangka membentuk performa personel yang siap, 

teruji dan handal dalam upaya menangani berbagai 

kegiatan pengamanan unjuk rasa yang terjadi di 

kewilayahan; 

e) menyiapkan dan melaksanakan  penggelaran sarana 

dan prasarana secara rutin serta kebutuhan anggaran 

Yang …... 



39 
 

 

yang diperlukan dalam rangka pengamanan unjuk rasa                               

di kewilayahan; 

f)  terjalinnya soliditas dan sinergitas Polri dengan TNI pada 

semua tingkatan. 

g)  terselenggaranya pertemuan periodik Polda Kalbar 

dengan K/L, aparat penegak hukum lain dan Pemda di 

wilayah Provinsi Kalimantan Barat. 

h)  melakukan koordinasi dan latihan gabungan Polri 

dengan TNI.  

8) Peningkatan kerja sama dalam/luar negeri; 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) meningkatkan partisipasi dan memberi kesempatan 

kepada personel Polri di Polda Kalbar yang berkompeten 

untuk ikut dalam misi perdamaian dunia; 

b) penguatan kerja sama dengan civil society dalam 

mengidentifikasi masalah sosial dan upaya 

penyelesaiannya; 

c) meningkatkan sinergitas Bhabinkamtibmas dengan lintas 

sektoral terkait (Babinsa, Kades/Lurah, Linmas, awak 

kamling dan menyelesaikan potensi kerawanan sosial; 

d) membangun kemitraan melalui kerja sama dengan 

stakeholders  terkait.  

 

9) Penggelaran patroli Polri Kapal dan pesawat udara Polri                

di wilayah industri, pariwisata guna mendukung 

terlaksananya pengamanan laut; 
  

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) melakukan pemantauan dan patroli pantai, sungai dan 

laut yang didukung oleh kemampuan Direktorat 

Kepolisian Perairan dan Udara Polda dan Satpolair 

Polres;  

b) meningkatkan pelatihan fungsi teknis di bidang patroli 

perairan; 

c)  Meningkatkan …... 
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c) meningkatkan keamanan perairan pantai, sungai dan  

laut melalui operasi dan patroli dengan dukungan 

peralatan yang terpelihara dan siap pakai; 

d) melaksanakan operasi terintegrasi terkait keamanan 

kelautan dengan Bakamla; 

e) mengajukan usulan pengadaan penambahan almatsus 

Patroli kapal. 

b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas kedua 

Polda Kalbar Tahun 2022 yaitu “Mengoptimalkan Pelayanan 

Publik Polda Kalbar” antara lain: 

(1) Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik  yang 

berbasis TIK;   

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) pembangunan dan peningkatan Faskes Polda Kalbar 

dalam rangka pelayanan kesehatan, untuk 

memberikan layanan kesehatan yang prima kepada 

aparatur Polri dan masyarakat umum; 

b) pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai 

dengan SPM yang terintegrasi secara online;  

c) melaksanakan pengadaan Alsuspol yang modern dan 

berbasis TIK; 

d) peningkatan pelayanan online yang terintegrasi serta 

pelayanan keliling bidang lantas yang lebih menjangkau 

masyarakat dan pelayanan identifikasi sebagai alat 

kontrol dan data forensik kepolisian; 

e) pengembangan registrasi dan identifikasi dengan 

memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan 

pengemudi dan kendaraan bermotor; 

f) melanjutkan inovasi layanan yang efisien dan 

terintegrasi; 

(2) Peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan 

sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada 

pelayanan publik; 

              Untuk …... 
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untuk  mewujudkan  arah  kebijakan  tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 
 

a) melakukan penilaian kepuasan masyarakat atas 

pelayanan  anggota Polri;   

b) melaksanakan peningkatan profesionalisme kerja 

petugas di lapangan;   

c) melaksanakan pelatihan revolusi mental dibidang 

pelayanan. 
   

(3) Mengoptimalkan quick response kepolisian sesuai   

Standar  Operasional Prosedur (SOP).                

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) menyiapkan sarana dan prasarana dari tingkat Polres 

sampai dengan Polsek di wilyah hukum Polda Kalbar;  

b) meningkatkan kemampuan personel melalui pendidikan 

dan latihan secara rutin guna kesiapsiagaan personel.  
 

c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ketiga 

Polda Kalbar Tahun 2022 yaitu “Penegakan hukum Polda Kalbar 

secara berkeadilan dan terpercaya” antara lain: 

1) Meningkatkan profesionalisme personel Polda Kalbar 

dalam penanganan  dan penyelesaian tindak pidana;       
 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) penempatan personel Polda Kalbar sebagai penyidik 

harus berkualifikasi;  

b) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyidik Polda 

Kalbar; 

c) meningkatkan inovasi pelayanan penyidik fungsi reskrim 

Polda Kalbar; 

d) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian 

perkara tindak pidana umum yang menjadi atensi publik; 

e) Mengadakan …... 
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e) mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan 

kemampuan secara bertahap mewujudkan personel 

fungsi Reskrim yang handal; 

f) pendataan   personel   Polri   yang    telah    mengikuti  

diklat khusus penyidikan; 

g) pengusulan peningkatan personel Polri untuk mengikuti 

sertifikasi dan peningkatan standar kompetensi penyidik. 

2) Melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan 

kompetensi; 
  

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) melaksanakan pelatihan dan peningkatan kemampuan  

penyidik Polda Kalbar; 

b) mengajukan personel Polda Kalbar yang memenuhi 

syarat sertifikasi penyidik  ke LSP (Lembaga Sertifikasi 

Profesi)dan peningkatan standar kompetensi penyidik; 

c) penempatan personel Polda Kalbar sebagai penyidik 

harus berkualifikasi;  

d) kompetensi penyidik Polda Kalbar meningkat; 

e)  mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan 

kemampuan secara bertahap mewujudkan personel 

fungsi Reskrim yang handal; 

f) pendataan   personel   Polda Kalbar yang    telah    

mengikuti  diklat khusus penyidikan; 
 

3) Peningkatan proses penyidikan yang efektif guna 

menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam 

penegakan hukum; 
  

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) penyidikan yang dilakukan oleh Polri berkepastian 

hukum, tidak berlarut-larut dan tidak transaksional; 
 

b) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna  

menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam 

penegakan  hukum  yang   bebas dari pungutan liar, 

Rekayasa …... 
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rekayasa perkara yang berbelit-belit, pemerasan dan 

makelar kasus; 

c)  melakukan usulan revisi Peraturan Kapolri tentang 

Manajemen Penyidikan yang mengatur mekanisme 

langkah-langkah penyidik secara umum, dinamika 

progresif hukum, selanjutnya permasalahan teknis dan 

taktis akan diatur dalam Perkabareskrim yang berisikan 

SOP yang berbasis ceklis.  

d) memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyidik 

tindak pidana Polda Kalbar; 

e)  memperkuat dukungan dalam memastikan 

terlaksananya fungsi hukum secara efektif; 

f)  melakukan gelar perkara guna mempermudah proses 

penegakan hukum. 

4) Peningkatan pengembangan pusat data dan informasi 

kriminal nasional yang terintegarasi (SPP- Tl dan e-MP); 
 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan:  

a)  optimalkan manajemen penyidikan berbasis elektronik 

secara tranparan melalui SPP-TI dan e-MP; 

b)  mengelola media konvensional dan media sosial secara 

efektif dalam membangun kepercayaan publik; 

c)  memberikan Update berita terbaru informasi kriminal 

melalui saran internet seperti intagram, youtube dan 

facebook; 

d)  membangun kemitraan melalui kerja sama dengan 

stakeholders terkait maupun media massa (media 

elektronik,  media cetak dan media online). 

 
 

d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas keempat 

Polda Kalbar Tahun 2022 yaitu “Meningkatkan profesionalisme 

dan kesejahteraan SDM Polda Kalbar” antara lain: 

1) Pembenahan pola Diklat yang siap kerja (vokasi): 
  

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a)  Ter-upgrade …... 
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a) ter-upgrade nya kurikulum yang meliputi 70% praktek dan 

30% Teori; 

b) terlaksananya sertifikasi pendidik dan pengasuh pada 

sekolah/Pusdik SPN Polda Kalbar; 

 

2) Melaksanakan rekrutmen proaktif dengan prinsip "BETAH" 

berbasis TI;  

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) terlaksananya penerimaan terpadu anggota Polri (Akpol, 

 SIPSS, Bintara dan Tamtama); 

b) terlaksananya sosialisasi mengenai aplikasi rekrutmen 

calon  anggota Polri yang dapat diakses oleh seluruh 

calon peserta rekrutmen; 

c) terlaksananya pendaftar dengan capaian animo sebanyak 

2000 Casis; 

d) terlaksananya pertambahan kuota pendidikan sebanyak 

200 siswa;  

e) terdatanya siswa berprestasi di bidang akademik dan non 

akademik;  

f) penggunaan TIK pada setiap tahapan seleksi TIK Admin; 

(1) TIK Rikkes dan Psikotes; 

(2) TIK Kesjas; 

(3) TIK TPA, Bahasa Inggris; 
    

3) Pembinaan karier Personel Polda Kalbar yang berbasis 

meritokrasi dan kompetensi;  

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) terpetakannya jenis jabatan dengan kompetensi tertentu; 

b) terselenggaranya uji kompetensi jabatan; 

c) terlaksananya assessment bagi personel yang memenuhi 

 syarat untuk menduduki suatu jabatan dalam rangka 

 penempatan karier pada tempat yang tepat; 

d) terlaksananya assessment dalam rangka lelang jabatan 

 secara terbuka; 

e)  Terlaksananya …... 
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e) terlaksananya uji kompetensi untuk memilih calon pejabat 

 yang memiliki komitmen dan integritas serta kompeten; 

f) tersusunnya SOP proses Binkar yang mengacu pada 

 meritokrasi dan kompetensi; 

4) Kajian peningkatan Tunkin Polda Kalbar lebih dari 70%; 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) meningkatnya   Nilai  AKIP   Polda  Kalbar    Tahun  2020 

 diharapkan sebesar diatas 75,25; 

b) meningkatnya Nilai RB Polda Kalbar Tahun 2020 

diharapkan sebesar 81,05; 

c) penilaian apresiasi BPK tentang Perwabkeu Polda Kalbar 

8 kali WTP berturut-turut; 

d) terlaksananya program Zona Integritas Polda Kalbar guna 

meraih predikat WBK/WBBM. 

e) meningkatkan profesionalisme personel Polda Kalbar 

dalam pelaksanaan tugas; 

  

5) Peningkatan layanan kesehatan keselamatan kerja dan 

kesejahteraan bagi aparatur Polri di Polda Kalbar 

 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) peningkatan upaya pelayanan kesehatan di fasilitas 

kesehatan anggota Polri dan ASN Polda Kalbar; 

b) peningkatan cakupan kepesertaan BPJS di Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Polda Kalbar;  

c) validasi   pendataan   aparatur    Polda    Kalbar    dalam 

kepesertaan BPJS; 

d) pemenuhan peralatan kesehatan pada fasilitas kesehatan 

Biddokes Polda Kalbar; 

e) melanjutkan upaya pengembangan dan pembangunan 

Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar; 

f) terlaksananya pembekalan latihan keterampilan bagi 

anggota Polri dan ASN yang akan purna tugas dengan 

motto “Pensiun Siap Bahagia”; 

g)   Terlaksananya…... 
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g) terlaksananya pengusulan tanda kehormatan dan 

penghargaan bagi anggota Polri dan ASN yang 

berprestasi; 

h) terlaksananya perumahan bagi personel Polda Kalbar 

dengan DP 0%. 
 

e. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas kelima 

Polda Kalbar Tahun 2022 yaitu “Pengembangan Almatsus 

Kepolisian Polda Kalbar yang modern secara bertahap dan 

berkelanjutan” antara lain: 

1) Pengembangan dan pemenuhan kebutuhan minimal 

Alsuspol  Polda Kalbar sesuai dengan teknologi terkini;
  

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) pemenuhan Almatsus Polda Kalbar yang modern berbasis 

teknologi informasi guna mendukung penggelaran 

operasional dalam rangka penanganan PPA, 

penyelidikan, penginderaan, ungkap kasus, pengamanan 

unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insujensi; 

b) melaksanakan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar 

HAM  dan  Inventarisasi  Barang Bukti Secara Transparan 

dan Akuntabel; 

c) melanjutkan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan 

Almatsus Polda Kalbar; 

d) melakukan    pemetaan    terhadap    rencana   kebutuhan 

alpalkam dan Almatsus Polda Kalbar; 

e) mendukung pembuatan prototype peralatan Polri berbasis 

teknologi dan inovasi teknologi kepolisian terkini; 

f) mendukung pelaksanaan sertifikasi dan standardisasi 

 Alpalkam dan Almatsus Polri. 
 

 

2) Pemenuhan rumah dinas aparatur Polri serta 

pembangunan fasilitas perkantoran, rumah dinas di satuan 

kewilayahan Polda Kalbar 
 

untuk …... 
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untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) pembangunan fasilitas Mako, Rumdin/Barak Polda Kalbar 

pada lokasi prioritas (14 Polres Jajaran Polda Kalbar, 

Satbrimob, SPN Polda Kalbar); 

b) menyiapkan  tanah/lahan yang akan digunakan untuk  

pembangunan fasilitas berupa Mako, gedung/gudang, 

rumah dinas/Barak siswa; 

c) inventarisasi rumah dinas dan penghuninya; 

d) pengkajian terhadap prototype rumah dinas Polri dengan 

berbagai  tipe/ukuran; 

e) kerja sama dengan kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat/Rusun dalam rangka pembangunan 

perumahan bagi aparatur Polri.  

3) Menyusun  katalogisasi Alsuspol Fungsi; 
 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) melaksanakan pengajuan Alpalkam dan Almatsus Polri; 

b) melaksanakan penyusunan pemetaan katalogisasi 

Almatsus dan Alpalkam Polri; 

4) Evaluasi dan penyusunan kebutuhan minimal Alpalkam 

dan Almatsus Polda Kalbar; 
 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

b) melakukan Anev terhadap pengadaan Alpalkam dan 

Almatsus Polda Kalbar; 

c) melakukan Anev terhadap katalogisasi Alpalkam dan 

Almatsus Polda Kalbar;. 
 

5)  Modernisasi Sarpras Binmas Polda Kalbar;   

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

- tercukupinya peralatan Sarpras Binmas Polda Kalbar    

yang modern sesuai  dengan kebutuhan minimal 
 

6) Pembangunan……. 
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6)  Pembangunan Sarpras berbasis TIK terkait kejahatan 

Siber. 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) pengembangan Almatsus Siber Polda Kalbar  dalam 

rangka pengungkapan kasus tindak pidana;  

b) rencana pembangunan Cyber Digital Lab pada Unit Siber 

di Kewilayahan Polda Kalbar. 

f. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ke enam 

Polda Kalbar Tahun 2022 yaitu “Regulasi dan Sistem 

Pengawasan Polda Kalbar yang efektif dan terpercaya”  antara 

lain: 

1)  Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya      

di lingkungan Polda Kalbar;  

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) monitoring penanganan pengaduan masyarakat secara 

terpadu; 

b) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat 

secara online; 

c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang 

berasal dari pengawas eksternal; 

d) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan 

masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat 

kepada Polri  di bidang penegakan hukum menjunjung 

tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka; 

e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan 

penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses 

penyidikan agar berjalan dengan benar. 

2) Penguatan Saber Pungli Polda Kalbar;  

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang 

pelaksanaannya bekerja sama dengan unsur terkait                

di wilayah hukum Polda Kalbar; 

b) Pembangunan……. 
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b) pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, 

penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari 

tingkat kewilayahan Polda Kalbar; 

c) mengintensifkan Satgas Saber Pungli terhadap Pungli 

yang membajak program pemerintah. 

3)  Pencegahan Korupsi di internal Polda Kalbar; 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) melanjutkan sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang 

LHKPN, Perkap Nomor 9 Tahun 2017 tentang usaha bagi 

anggota Polri dan Perkap Nomor 10 Tahun 2017 tentang 

Kepemilikan Barang Mewah bagi Anggota Polri dan PNS 

Polri; 

b) melanjutkan penyusunan Perkadiv tentang hukuman bagi 

pejabat yang tidak patuh untuk melaksanakan wajib lapor 

LHKPN; 

c) meningkatkan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait 

adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan kepolisian. 

4)     Pengawasan berbasis Tl; 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) optimalisasi pengawasan melalui aplikasi e-pengawasan; 

b) penerapan sistem pengaduan masyarakat secara online. 

5)  Penataan kelembagaan dan tata laksana Polri yang efektif 

dan efisien di lingkungan Polda Kalbar;  

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 
 

a) penerapan proses bisnis di pelayanan publik berbasis 

elektronik yang terintegrasi;  

b) ikut melaksanakan penyempurnaan peraturan tentang 

SOTK tingkat kewilayahan Polda, Polres dan Polsek; 

c) mendukung penyelenggarakan penataan kelembagaan 

tipe Polres; 

d) ikut melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan 

Polres, Polsek dan Polsubsektor;  

e) Mendukung…... 
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e) mendukung dalam penyusunan kebijakan penataan 

eselonisasi dan arsitektur kelembagaan Polri;  

f) ikut memberikan sumbangan pemikiran terkait tata 

organisasi Polri sesuai kebutuhan dan tantangan tugas 

kedepan dengan harapan menjadikan organisasi  Polri  

yang tepat ukuran, tepat proses dan tepat fungsi. 

6)  Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri                    

di lingkungan Polda Kalbar. 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) melaksanakan pendampingan Satker/Satwil jajaran Polda 

Kalbar atas pemenuhan Indikator Pencapaian Kinerjanya; 

b) mempertahankan capaian Satker/Satwil jajaran Polda 

Kalbar pada zona integritas yang sudah berpredikat 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan memperjuangkan 

untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 

dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil zona 

integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 

dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); 

c) melaksanakan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata 

Kelola Polri (ITK) Polda Kalbar berbasis web dan mobile 

secara online (ITK-O) tingkat Polresta/Polres dan Satker 

Polda; 

d) ikut melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara 

pelayanan publik Polri untuk memedomani kebijakan 

Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah 

menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/stakeholder 

terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang 

diberikan oleh Polri dalam rangka evaluasi kebijakan 

layanan; 

e) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan 

pelayanan publik di seluruh unit pelayanan publik 

Polres/Polresta jajaran Polda Kalbar agar sesuai dengan 

komponen standar pelayanan  di dalam UU Nomor 25 

Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dalam rangka 

Perbaikan  …... 
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perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks 

pelayanan publik Polri; 

f) ikut melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan Polda 

Kalbar dalam inovasi-inovasi pelayanan Publik Polri yang 

memenuhi   syarat    ke dalam   ajang    Kompetisi   

Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) agar Polri berpeluang 

untuk memperoleh kategori TOP  inovasi pelayanan 

publik; 

2. Arah Kebijakan  dan Strategi Polres Bengkayang Tahun 2022 

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polres Bengkayang 

Tahun 2022, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi Polres 

Bengkayang sebagai berikut: 

a. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas pertama 

Polres Bengkayang Tahun 2022 yaitu “Harkamtibmas Polres 

Bengkayang yang kondusif dalam rangka menjaga stabilitas 

kamtibmas khususnya di sektor industri, pariwisata dan 

investasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi 

sosial di wilayah Kabupaten Bengkayang” antara lain: 

1) Peran intelijen Polri dalam menjaga Kamtibmas melalui 

peningkatan deteksi aksi;       

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, 

peringatan dini dan cegah dini) fungsi intelijen keamanan 

Polres Bengkayang yang didukung   personel,   anggaran  

dan   teknologi    intelijen   yang memadai guna menurunkan 

dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan 

konflik sosial. 

b) terdeteksinya gangguan Kamtibmas (PG, AG, GN) di seluruh 

wilayah hukum Polres Bengkayang;  

c) tergelarnya operasi intelijen Polres Bengkayang dengan 

kemampuan deteksi aksi, peringatan dini, cegah dini melalui 

peningkatan kegiatan penyelidikan, penggalangan, 

Pengamanan…... 
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pengamanan, kontra intelijen untuk mendukung tugas fungsi 

kepolisian lainnya. 

2) Meningkatkan   pencegahan    yang    proaktif   terhadap   

potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme; 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) memetakan potensi terorisme aksi radikal, konflik sosial 

dan gangguan kamtibmas lainnya; 

b) melakukan lidikpamgal dan binluh terfokus kepada potensi 

terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan 

kamtibmas lainnya; 

c) meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi 

radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya; 

d) meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, 

pengawalan dan patroli, baik secara rutin atau dialogis 

serta gabungasn dengan TNI pada tempat-tempat yang 

berpotensi rawan kejahatan dan gangguan kamtibmas 

serta terorisme; 

e) menghadirkan anggota Polri di setiap kegiatan 

masyarakat; 

f) meningkatkan pelatihan kemampuan personel dan satwa 

anjing sehingga siap digunakan dalam membantu tugas 

kepolisian untuk pelacakan dan penangkalan;  

g) meningkatkan pengamanan terhadap objek vital/khusus 

dan  VIP yang didukung peralatan dan personel yang 

berkualifikasi. 

 

3) Meningkatan peran aktif masyarakat dalam memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat melalui 

"Community Policing"; 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) membangun partisipasi publik dalam pengamanan 

lingkungan dengan menguatkan program Polmas dengan 

penggelaran Bhabinkamtibms satu Poilisi satu 

Desa/Kelurahan …... 
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desa/kelurahan untuk melakukan sambang, deteksi, 

memperoleh informasi, mediasi dalam pencegahan dini 

permasalahan kamtibmas; 

b) membentuk dan membina kelompok potensi masyarakat; 

c) pemberdayaan kemitraan dengan lembaga/pranata 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat 

dengan mengembangakan Polmas untuk menjangkau 

seluruh komunitas dalam upaya memelihara dan 

memantapkan kamtibmas. 

4) Penanganan konflik secara humanis 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) antisipasi konflik sosial di seluruh wilayah hukum Polres 

Bengkayang yang meliputi pilkada, sengketa lahan,  

kenaikan harga bahan pokok, dan lain lain;  

b)  pemberian Penyuluhan Kontra Radikal Kepada 

Ormas/Komunitas di masyarakat guna turut berpartisipasi 

meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang 

dapat menimbulkan konflik sosial;  

c)  melaksanakan penggalangan secara efektif terhadap tokoh 

masyarakat, agama, adat dan pemuda untuk dapat 

berperan serta dalam menetralisir konflik yang terjadi di 

masyarakat; 

d)  meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk 

memberikan informasi dan berperan aktif mencegah 

terjadinya konflik. 
 

5) Mewujudkan Kamseltibcarlantas Polres Bengkayang; 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) menyelenggarakan operasi kepolisian bidang lalu lintas 

untuk menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas; 

b) menyelenggarakan pengaturan, penjagaan, pengawalan 

dan patroli lalu lintas untuk meningkatkan keamanan, 

keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; 

c)  Melakukan …... 
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c) melakukan kajian black spot dan trouble spot kecelakaan 

lalu lintas dan angkutan jalan pada dearah rawan 

kecelakaan lalu lintas; 

d) mendukung pembangunan back office, dan networking                      

di bidang lalu lintas sebagai implementasi e-policing pada 

fungsi lalu lintas guna membangun sistem pelayanan 

prima kepolisian di bidang lalu lintas; 

e) membangun budaya tertib lalu lintas; 

f) menghadirkan personel berseragam di tempat-tempat   

kegiatan masyarakat, sekolah, pasar, tempat ibadah). 

6) Meningkatkan peran Polri di wilayah rawan dan bencana; 

 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) meningkatkan koordinasi dengan BNPB Kabupaten  untuk 

melaksanakan latihan bersama guna penanggulangan 

bencana alam di wilyah Bengkayang; 

b) menyiapkan personel dan sarana prasarana SAR air, 

darat dan udara guna  terlaksananya upaya preemtif 

dalam rangka pencegahan rawan bencana di wilayah 

hukum Polres Bengkayang 

c) penanggulangan bencana alam di wilayah hukum Polres 

Bengkayang dilakukan secara profesional;  

7) Penggelaran operasional dan back up kewilayahan 

personel Polri dalam rangka pengamanan unjuk rasa; 

konflik sosial dan menjalin sinergisitas polisional; 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) pendekatan penanganan unjuk rasa secara dialogis dan 

humanis di wilayah hukum Polres Bengkayang;  

b) penggelaran satuan operasional untuk penanganan unjuk 

rasa anarkis (Perkap Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Penindakan Huruhara) 

c) menyiapkan jumlah kebutuhan kekuatan personel  

pasukan PHH/ pasukan anti anarkis untuk mem-back up 

pengamanan unjuk rasa di kewilayahan; 

d)   Melaksanakan…... 
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d) melaksanakan kegiatan rutin latihan fungsi kepolisian 

dalam rangka membentuk performa personel yang siap, 

teruji dan handal dalam upaya menangani berbagai 

kegiatan pengamanan unjuk rasa yang terjadi di 

kewilayahan; 

e) menyiapkan dan melaksanakan  penggelaran sarana dan 

prasarana secara rutin serta kebutuhan anggaran yang 

diperlukan dalam rangka pengamanan unjuk rasa                               

di kewilayahan; 

f) terjalinnya soliditas dan sinergitas Polri dengan TNI pada 

semua tingkatan. 

g) terselenggaranya pertemuan periodik Polres Bengkayang 

dengan K/L, aparat penegak hukum lain dan Pemda di 

wilayah Kabupaten Bengkayang  

h) melakukan koordinasi dan latihan gabungan Polri dengan 

TNI.  

8) Peningkatan kerja sama dalam/luar negeri; 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) meningkatkan partisipasi dan memberi kesempatan 

kepada personel Polri di Polres Bengkayang yang 

berkompeten untuk ikut dalam misi perdamaian dunia; 

b) penguatan kerja sama dengan civil society dalam 

mengidentifikasi masalah sosial dan upaya 

penyelesaiannya; 

c) meningkatkan sinergitas Bhabinkamtibmas dengan lintas 

sektoral terkait (Babinsa, Kades/Lurah, Linmas, awak 

kamling dan menyelesaikan potensi kerawanan sosial; 

d) membangun kemitraan melalui kerja sama dengan 

stakeholders  terkait.  

9) Penggelaran patroli Polri Kapal dan Pesawat Udara Polri 

di wilayah industri, pariwisata guna mendukung 

terlaksananya pengamanan laut; 
  

Untuk …... 
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untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

ii. melakukan pemantauan dan patroli pantai, sungai dan laut 

yang didukung oleh kemampuan Satpolair Polres;  

iii. meningkatkan pelatihan fungsi teknis di bidang patroli 

perairan; 

iv. meningkatkan keamanan perairan pantai, sungai dan  laut 

melalui operasi dan patroli dengan dukungan peralatan 

yang terpelihara dan siap pakai; 

v. melaksanakan operasi terintegrasi terkait keamanan 

kelautan dengan Bakamla; 

vi. mengajukan usulan pengadaan penambahan almatsus 

Patroli kapal. 
 

b) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas kedua 

Polres Bengkayang Tahun 2022 yaitu “Mengoptimalkan 

Pelayanan Publik Polres Bengkayang; 

antara lain: 

1) Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik  yang 

berbasis TIK;   

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) pembangunan dan peningkatan Faskes Polres Bengkayang 

dalam rangka pelayanan kesehatan, untuk memberikan 

layanan kesehatan yang prima kepada aparatur Polri dan 

masyarakat umum; 

b)   pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan 

SPM yang terintegrasi secara online;  

c) melaksanakan pengadaan Alsuspol yang modern dan 

berbasis TIK; 

d) peningkatan pelayanan online yang terintegrasi serta 

pelayanan keliling bidang lantas yang lebih menjangkau 

masyarakat dan pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol 

dan data forensik kepolisian; 

e) Pengembangan ........ 
…... 
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e) pengembangan registrasi dan identifikasi dengan memberikan 

jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan 

kendaraan bermotor; 

f) melanjutkan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi; 

2) Peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan 

sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada 

pelayanan publik; 

untuk  mewujudkan  arah  kebijakan  tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) melakukan penilaian kepuasan masyarakat atas 

pelayanan  anggota Polri;   

b) melaksanakan peningkatan profesionalisme kerja 

petugas di lapangan;   

c) melaksanakan pelatihan revolusi mental dibidang 

pelayanan. 

3) Mengoptimalkan quick response kepolisian sesuai   

Standar  Operasional Prosedur (SOP).                

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) menyiapkan sarana dan prasarana dari tingkat Polres 

sampai dengan Polsek di wilyah hukum Polres 

Bengkayang;  

b) meningkatkan kemampuan personel melalui pendidikan 

dan latihan secara rutin guna kesiapsiagaan personel.  

c) arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ketiga 

Polres Bengkayang Tahun 2022 yaitu “Penegakan hukum Polres 

Bengkayang secara berkeadilan dan terpercaya” antara lain: 

1) Meningkatkan profesionalisme personel Polres Bengkayang 

dalam penanganan  dan penyelesaian tindak pidana;       

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) penempatan personel Polres Bengkayang sebagai penyidik 

harus berkualifikasi;  

b) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyidik Polres 

Bengkayang; 

c) Meningkatkan…... 
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c) meningkatkan inovasi pelayanan penyidik fungsi reskrim 

Polres Bengkayang; 

d) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian 

perkara tindak pidana umum yang menjadi atensi publik; 

e) mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan 

secara bertahap mewujudkan personel fungsi Reskrim yang 

handal; 

f) pendataan   personel   Polri   yang    telah    mengikuti  diklat 

khusus penyidikan; 

g) pengusulan peningkatan personel Polri untuk mengikuti 

sertifikasi dan peningkatan standar kompetensi penyidik. 

2) Melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan 

kompetensi; 
  

         untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) melaksanakan pelatihan dan peningkatan kemampuan  

penyidik Polres Bengkayang; 

b) mengajukan personel Polres Bengkayang yang memenuhi 

syarat sertifikasi penyidik  ke LSP (Lembaga Sertifikasi 

Profesi)dan peningkatan standar kompetensi penyidik; 

c) penempatan personel Polres Bengkayang sebagai penyidik 

harus berkualifikasi;  

d) kompetensi penyidik Polres Bengkayang meningkat; 

e) mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan 

secara bertahap mewujudkan personel fungsi Reskrim yang 

handal; 

f) pendataan   personel   Polres Bengkayang yang    telah    

mengikuti  diklat khusus penyidikan; 
 

3) Peningkatan proses penyidikan yang efektif guna 

menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan 

hukum; 
  

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a)   penyidikan …... 
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a) penyidikan yang dilakukan oleh Polri berkepastian hukum, 

tidak berlarut-larut dan tidak transaksional; 
 

b) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna  menjamin 

transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan  hukum  

yang   bebas dari pungutan liar, rekayasa perkara yang 

berbelit-belit, pemerasan dan makelar kasus; 

c) melakukan usulan revisi Peraturan Kapolri tentang 

Manajemen Penyidikan yang mengatur mekanisme 

langkah-langkah penyidik secara umum, dinamika progresif 

hukum, selanjutnya permasalahan teknis dan taktis akan 

diatur dalam Perkabareskrim yang berisikan SOP yang 

berbasis ceklis.  

d) memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyidik tindak 

pidana Polres Bengkayang; 

e) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya 

fungsi hukum secara efektif; 

f) melakukan gelar perkara guna mempermudah proses 

penegakan hukum. 

4) Peningkatan pengembangan pusat data dan informasi 

criminal nasional yang terintegarasi (SPP- Tl dan e-MP); 

           untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan:  

a) optimalkan manajemen penyidikan berbasis elektronik 

secara tranparan melalui SPP-TI dan e-MP; 

b) mengelola media konvensional dan media sosial secara 

efektif dalam membangun kepercayaan publik; 

c) memberikan Update berita terbaru informasi kriminal 

melalui saran internet seperti intagram, youtube dan 

facebook; 

d) membangun kemitraan melalui kerja sama dengan 

stakeholders terkait maupun media massa (media 

elektronik,  media cetak dan media online). 

d) arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas keempat 

Polres Bengkayang Tahun 2022 yaitu “Meningkatkan 

profesionalisme …... 
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profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polres Bengkayang” 

antara lain: 

 

1) Melaksanakan rekrutmen proaktif dengan prinsip "BETAH" 

berbasis TI;  

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) terlaksananya penerimaan terpadu anggota Polri 

(Akpol,SIPSS, Bintara dan Tamtama); 

b)    terlaksananya sosialisasi mengenai aplikasi rekrutmen 

calon  anggota Polri yang dapat diakses oleh seluruh 

calon peserta rekrutmen; 

c) terlaksananya pendaftar dengan capaian animo sebanyak 

2000 Casis; 

d) terlaksananya pertambahan kuota pendidikan sebanyak 

200 siswa;  

e) terdatanya siswa berprestasi di bidang akademik dan non 

akademik;  

f) penggunaan TIK pada setiap tahapan seleksi TIK Admin; 

(1) TIK Rikkes dan Psikotes; 

(2) TIK Kesjas; 

(3) TIK TPA, Bahasa Inggris; 
   

3) Pembinaan karier Personel Polres Bengkayang yang berbasis     

meritokrasi dan kompetensi;  

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) terpetakannya jenis jabatan dengan kompetensi tertentu; 

b) terselenggaranya uji kompetensi jabatan; 

c) terlaksananya assessment bagi personel yang memenuhi 

syarat untuk menduduki suatu jabatan dalam rangka 

penempatan karier pada tempat yang tepat; 

d) terlaksananya assessment dalam rangka lelang jabatan 

secara terbuka; 

e) terlaksananya uji kompetensi untuk memilih calon pejabat 

yang memiliki komitmen dan integritas serta kompeten; 

f) tersusunnya ...…... 
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f) tersusunnya SOP proses Binkar yang mengacu pada 

meritokrasi dan kompetensi; 

4) Kajian peningkatan Tunkin Polres Bengkayang lebih dari 

70%; 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a)   meningkatnya   Nilai  AKIP   Polres Bengkayang Tahun  

2022  diharapkan sebesar diatas 75,25; 

b)   meningkatnya Nilai RB Polres Bengkayang Tahun 2022 

diharapkan sebesar 81,05; 

c)   penilaian apresiasi BPK tentang Perwabkeu Polres 

Bengkayang 8 kali WTP berturut-turut; 

d)   terlaksananya program Zona Integritas Polres 

Bengkayang guna meraih predikat WBK/WBBM. 

e)   meningkatkan profesionalisme personel Polres 

Bengkayang dalam pelaksanaan tugas; 

  

5) Peningkatan layanan kesehatan keselamatan kerja dan 

kesejahteraan bagi aparatur Polri di Polres Bengkayang 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) peningkatan upaya pelayanan kesehatan di fasilitas 

kesehatan anggota Polri dan ASN Polres Bengkayang; 

b) peningkatan cakupan kepesertaan BPJS di Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Polres Bengkayang; 

c) validasi   pendataan   aparatur    Polres Bengkayang 

dalam kepesertaan BPJS; 

d) pemenuhan peralatan kesehatan pada fasilitas kesehatan 

Klinik Polres Bengkayang; 

e) melanjutkan upaya pengembangan dan pembangunan 

Klinik Polres Bengkayang; 

f) terlaksananya pembekalan latihan keterampilan bagi 

anggota Polri dan ASN yang akan purna tugas dengan 

motto “Pensiun Siap Bahagia”; 

g)   terlaksananya …... 
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g) terlaksananya pengusulan tanda kehormatan dan 

penghargaan bagi anggota Polri dan ASN yang 

berprestasi; 

h) terlaksananya perumahan bagi personel Polres 

Bengkayang dengan DP 0%. 

e) arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas 

kelima Polres Bengkayang Tahun 2022 yaitu “Pengembangan 

Almatsus Kepolisian Polres Bengkayang yang modern secara 

bertahap dan berkelanjutan” antara lain: 

1) Pengembangan dan pemenuhan kebutuhan minimal 

Alsuspol  Polres Bengkayang sesuai dengan 

teknologi terkini;  

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) pemenuhan Almatsus Polres Bengkayang yang modern   

berbasis teknologi informasi guna mendukung 

penggelaran operasional dalam rangka penanganan PPA, 

penyelidikan, penginderaan, ungkap kasus, pengamanan 

unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insujensi; 

b) melaksanakan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar 

HAM  dan  Inventarisasi  Barang Bukti Secara Transparan 

dan Akuntabel; 

c)  melanjutkan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan 

Almatsus Polres Bengkayang; 

d)  melakukan    pemetaan    terhadap    rencana   kebutuhan 

alpalkam dan Almatsus Polres Bengkayang; 

e)  mendukung pembuatan prototype peralatan Polri   

berbasis teknologi dan inovasi teknologi kepolisian terkini; 

f) mendukung pelaksanaan sertifikasi dan standardisasi 

 Alpalkam dan Almatsus Polri. 

2) Pemenuhan rumah dinas aparatur Polri serta 

pembangunan fasilitas perkantoran, rumah dinas di 

satuan kewilayahan Polres Bengkayang 
 

Untuk …... 
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untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) pembangunan fasilitas Mako, Rumdin/Barak Polres 

Bengkayang pada lokasi prioritas (4 Polsek Jajaran 

Polres Bengkayang); 

b) menyiapkan  tanah/lahan yang akan digunakan untuk  

pembangunan fasilitas berupa Mako, gedung/gudang, 

rumah dinas; 

c) inventarisasi rumah dinas dan penghuninya; 

d) pengkajian terhadap prototype rumah dinas Polri dengan 

berbagai  tipe/ukuran; 

e) kerja sama dengan kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat/Rusun dalam rangka pembangunan 

perumahan bagi aparatur Polri.  

3)   Menyusun katalogisasi Alsuspol Fungsi; 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) melaksanakan pengajuan Alpalkam dan Almatsus Polri; 

b) melaksanakan penyusunan pemetaan katalogisasi 

Almatsus dan Alpalkam Polri; 

4)   Evaluasi dan penyusunan kebutuhan minimal Alpalkam   

dan Almatsus Polres Bengkayang; 
 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) melakukan Anev terhadap pengadaan Alpalkam dan 

Almatsus Polres Bengkayang; 

b)  melakukan Anev terhadap katalogisasi Alpalkam dan 

Almatsus Polres Bengkayang;. 

5) Modernisasi Sarpras Binmas Polres Bengkayang;   

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

- tercukupinya peralatan Sarpras Binmas Polres 

Bengkayang yang modern sesuai  dengan kebutuhan 

minimal 

         6) pembangunan…... 
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6) Pembangunan Sarpras berbasis TIK terkait kejahatan 

Siber. 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) pengembangan Almatsus Siber Polres Bengkayang dalam 

rangka pengungkapan kasus tindak pidana;  

b) rencana pembangunan Cyber Digital Lab pada Unit Siber 

di  Polres Bengkayang. 

f) arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ke enam 

Polres Bengkayang Tahun 2022 yaitu “Regulasi dan Sistem 

Pengawasan Polres Bengkayang yang efektif dan terpercaya”  

antara lain: 

1) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya      

di lingkungan Polres Bengkayang;  

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) monitoring penanganan pengaduan masyarakat secara 

terpadu; 

b) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat 

secara online; 

c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang 

berasal dari pengawas eksternal; 

d) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan 

masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat 

kepada Polri  di bidang penegakan hukum menjunjung 

tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka; 

e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan 

penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan 

agar berjalan dengan benar. 

2) Penguatan Saber Pungli Polres Bengkayang;  

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang 

pelaksanaannya bekerja sama dengan unsur terkait                

di wilayah hukum Polres Bengkayang; 

b)   Pembangunan…... 
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b) pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian 

data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat 

kabupaten Polres Bengkayang; 

c) mengintensifkan Satgas Saber Pungli terhadap Pungli yang 

membajak program pemerintah. 

3) Pencegahan Korupsi di internal Polres Bengkayang; 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan: 

a) melanjutkan sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang 

LHKPN, Perkap Nomor 9 Tahun 2017 tentang usaha bagi 

anggota Polri dan Perkap Nomor 10 Tahun 2017 tentang 

Kepemilikan Barang Mewah bagi Anggota Polri dan PNS Polri; 

b) melanjutkan penyusunan Perkadiv tentang hukuman bagi 

pejabat yang tidak patuh untuk melaksanakan wajib lapor 

LHKPN; 

c) meningkatkan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait 

adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan kepolisian. 

4) Pengawasan berbasis Tl; 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) optimalisasi pengawasan melalui aplikasi e-pengawasan; 

b) penerapan sistem pengaduan masyarakat secara online. 

5) Penataan kelembagaan dan tata laksana Polri yang efektif 

dan efisien di lingkungan Polres Bengkayang;  

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 

a) penerapan proses bisnis di pelayanan publik berbasis 

elektronik yang terintegrasi;  

b) ikut melaksanakan penyempurnaan peraturan tentang 

SOTK tingkat Polres dan Polsek; 

c) mendukung penyelenggarakan penataan kelembagaan tipe 

Polres; 

d) ikut melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan Polres, 

Polsek dan Polsubsektor;  

e)   Mendukung…... 
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e) mendukung dalam penyusunan kebijakan penataan 

eselonisasi dan arsitektur kelembagaan Polri;  

f) ikut memberikan sumbangan pemikiran terkait tata 

organisasi Polri sesuai kebutuhan dan tantangan tugas 

kedepan dengan harapan menjadikan organisasi  Polri  

yang tepat ukuran, tepat proses dan tepat fungsi. 

6)  Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri                    

di lingkungan Polres Bengkayang. 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan: 
 

a) melaksanakan pendampingan Satpung/Polsek jajaran 

Polres Bengkayang atas pemenuhan Indikator Pencapaian 

Kinerjanya; 

b) memperjuangkan Polres Bengkayang untuk meraih 

Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 

Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 

(WBBM); 

c) melaksanakan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata 

Kelola Polri (ITK) Polres Bengkayang berbasis web dan 

mobile secara online (ITK-O) tingkat  Satfung Polres; 

d) ikut melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara 

pelayanan publik Polri untuk memedomani kebijakan Forum 

Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung 

aspirasi dari seluruh masyarakat/stakeholder terkait 

kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan 

oleh Polri dalam rangka evaluasi kebijakan layanan; 

e) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan 

publik di seluruh unit pelayanan publik Polres Bengkayang 

jajaran Polda Kalbar agar sesuai dengan komponen 

standar pelayanan  di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 

tentang pelayanan Publik dalam rangka perbaikan unit 

pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik 

Polri; 

f) ikut melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan Polres 

Bengkayang dalam inovasi-inovasi pelayanan Publik Polri 

Yang………. 
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yang memenuhi   syarat    ke dalam   ajang    Kompetisi   

Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) agar Polri berpeluang 

untuk memperoleh kategori TOP  inovasi pelayanan publik; 

IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Polres Bengkayang T.A. 2022 

1. Program dan Kegiatan  
 

a. Program Dukungan Manajemen (060.01.WA);  

1) Tujuan:  

Terwujudnya good governance dan clean government melalui 

peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan 

kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi 

perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi 

serta kerja sama lintas sektor.  

2) Kegiatan:  

a) penerangan masyarakat; 

b) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri; 

c) pertanggungjawaban profesi; 

d) penyelenggaraan pengamanan  internal Polr; 

e) penegakan tata tertib dan disiplin Polri; 

f) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan;  

g) pemberian bantuan dan nasehat hukum; 

h) penyusunan dan penyuluhan hukum; 

i) reformasi dan birokrasi Polri; 

j) manajemen anggaran; 

k) pengelola informasi dan Dokumentasi 

b.    Program Modernisasi Almatsus dan  Sarana Prasarana Polri 

(060.01.BP); 

1) Tujuan:  

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan 

modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polri guna 

mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan 

operasional. 

2) Kegiatan: 

a) dukungan manajemen dan teknis Sarpras; 

b) Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri. 

                  c. Program …… 
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c.     Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

(060.01.BQ); 

1) Tujuan:  

Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan 

kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian 

serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan 

tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif. 

2) Kegiatan: 

a) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b) analisis keamanan; 

c) penyelanggaraan strategi keamanan dan ketertiban 

bidang politik; 

d) penyelanggaraan strategi keamanan dan ketertiban 

bidang ekonomi; 

e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban 

bidang sosial budaya; 

f) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban 

bidang keamanan negara; 

g) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara; 

h) penyelenggaraan pengamanan objek vital; 

i) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan 

masyarakat     di bidang Lantas; 

j) penyelenggaraan Kepolisian Perairan; 

k) pembinaan potensi keamanan;  

l) pengendalian operasi kepolisian; 

m) pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban; 

d.     Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (060.01.BI). 

1) Tujuan:  

        Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui 

penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan 

akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.  

2)   Kegiatan: 

a) penindakan tindak pidanan Laka Lantas;  

b) Penyelenggaraan…... 
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b) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana; 

c) penyelenggaraan laboratrium forensik; 

d) penindakan tindak pidana umum; 

e) penindakan tindak pidana Narkoba;  

f) penindakan tindak pidana korupsi; 

g) pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak 

pidana; 
 

2. Pagu Indikatif  Polres Bengkayang Tahun Anggaran 2022 

Alokasi Pagu Indikatif Polres Bengkayang per program per kegiatan dalam 

T.A. 2022 sebesar Rp 55.040.870.000 (Lima Puluh lima miliar empat 

Puluh Juta delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan perincian 

sebagai berikut: 
 

 

a. (060.01.WA) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya Polri  40.267.409.000 (Empat Puluh Miliyar 

Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Ribu 

Rupiah ) meliputi:  
   

1. Penerangan  Masyarakat  Polri  Rp 69.370.000 (Enam Puluh 

Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) terdiri 

dari ; 

- Layanan Kehumasan dan Protokoler (1,0 Layanan) 

dengan alokasi anggaran sebesar RP 69.370.000 (Enam 

Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu 

Rupiah);RM 

2. Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri                                 

Rp 40.059.805.000 (Empat Puluh Miliar Lima Puluh Sembilan 

Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah) terdiri dari: 

a) layanan Umum  (1,0 layanan) dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp 39.486.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta 

Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah); RM 
 

b) layanan perkantoran (12,0 layanan) dengan alokasi 

anggaran Rp 40.020.319.000 (Empat Puluh Miliar Dua 

Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu 

Rupiah);RM 
 

3. pertanggungjawaban …... 
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3. Pertanggungjawaban profesi Rp 2.290.000,00 (Dua Juta Dua 

Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) pada laporan: 

- Layanan Pengawasan Internal (5,0 laporan) dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp 2.290.00 (Dua Juta Dua 

Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah); RM; 

4. Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri Rp 29.000.000 

(Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah); pada: 

- layanan pengawasan Internal (10,0 laporan)   dengan  

alokasi anggaran sebesar Rp29.000.000 (Dua Puluh 

Sembilan Juta Rupiah); RM;  

5. Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri Rp11.632.000 

(Sebelas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah); 

pada laporan: 

- Layanan Pengawasan Internal  (10,0 laporan)  dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp11.632.000 (Sebelas Juta 

Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah); RM;  

6. Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Rp 

38.540.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat 

Puluh Ribu Rupiah); pada laporan: 

- Layanan Pengawasan Internal ( 9,0 Laporan ) dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp38.540.000 (Tiga Puluh 

Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu 

Rupiah);RM 

7. Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum Rp.2.080.000 (Dua 

Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah); pada: 

- layanan hukum (1,0 Layanan) dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp 2.080.000 (Dua Juta Delapan Puluh Ribu 

Rupiah); RM;  

8. Kerjasama dan Penyuluhan Hukum Rp 4.600.000 (Empat Juta 

Enam Ratus Ribu Rupiah); pada: 

- Peraturan Lainnya  (3.0 Peraturan)   dengan   

alokasianggaran sebesar Rp 4.600.000 (Empat Juta 

Enam Ratus Ribu Rupiah); RM;  

9.    Reformasi........  



71 
 

 

9. Reformasi Birokrasi Polri Rp 42.899.000 (Empat Puluh Dua 

Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah); 

pada: 

- Layanan Umum (3.0 Layanan) dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp 42.899.000 (Empat Puluh Dua 

Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu 

Rupiah); RM;  

10. Manajemen Anggaran Rp 6.193.000  (Enam Juta Seratus 

Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah); terdiri dari: 

- layanan perencanaan dan penganggaran Internal                              

(3.0 Layanan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 

6.193.000  (Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga 

Ribu Rupiah); RM; 

11.   Pengelola Informasi dan Dokumentasi RP.1000.000(Satu Juta 

Rupiah); terdiri dari: 

- Layanan Data dan Informasi (1,0 Layanan) dengan 

alokasi anggaran sebesar RP.1000.000 (Satu Juta 

Rupiah);RM. 

b. (060.01.BP) Program Modernisasi Almatsus dan Sarana dan 

Prasarana Polri  Rp 7.079.363.000 (Tujuh Miliar Tujuh Puluh 

sembilan Juta Tiga ratus Enam puluh Tiga Ribu Rupiah) 

meliputi:  
 

1) Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras Rp 4.785.602.000 

(Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam 

Ratus Dua Ribu Rupiah); terdiri dari: 

a) layanan perkantoran (1,0 layanan) dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp 4.303.612.000 (Empat Miliar Tiga 

Ratus Tiga Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu 

Rupiah);RM; 

b) layanan Umum ( 1,0 layanan) dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp 481.990.000 (Empat Ratus Delapan Puluh 

Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu 

Rupiah); PNBP; 

2)  Pengembangan …... 
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2)   Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri 

Rp.2.293.761.000 (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga 

Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) terdiri dari: 

- Prasarana Bidang pertahanan dan keamanan (1,0 Unit) 

dengan alokasi anggaran sebesar RP.2.293.761.000 (Dua 

Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus 

Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);RM 

 

c. (060.01.BQ) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat  Rp7.054.374.000 (Tujuh Miliar Lima Puluh Empat 

Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) pada:  
 

1) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang 

Politik   Rp184.068.000 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta 

Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah); terdiri dari: 

a) informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban 

bidang Politik (volume output 250,0) dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp184.068.000 (Seratus Delapan 

Puluh Empat Juta Enam puluh Delapn Ribu Rupiah); RM 

b) informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban 

bidang Politik (volume output 7,0 Info ) dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp1.295.000 (Satu Juta Dua ratus 

Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah); PNBP 

2) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang 

Ekonomi   Rp192.222.000 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta 

Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah); terdiri dari: 

a) informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban 

bidang Ekonomi (volume output 232,0) dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp192.222.000 (Seratus Sembilan 

Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu 

Rupiah);RM. 

b) informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban 

bidang Ekonomi (volume output 7 Info) dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp 1.295.000 (Satu Juta Dua ratus 

Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah); PNBP 
 

3) Penyelenggaraan........ 
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3) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang 

Sosial Budaya Rp205.653.000 (Dua Ratus Lima Juta Enam 

Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah); terdiri dari: 

a) informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan 

Ketertiban bidang Sosial Budaya (volume output 257,0 

Rekomundasi kebijakan ) dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp205.653.000 (Dua Ratus Lima Juta Enam 

Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah); RM 

b) informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan 

Ketertiban bidang Sosial Budaya (7,0 Info) dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp1.295.000 (Satu Juta Dua 

Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah; PNBP 

4) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang 

Keamanan Negara Rp 392.257.000 (Tiga Ratus Sembilan 

Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); terdiri 

dari: 

a) informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan 

Ketertiban bidang Keamanan Negara (volume output  

369,0 Rekomundasi Kebijakan) dengan alokasi 

anggaran  sebesar Rp 392.257.000 (Tiga Ratus 

Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh 

Ribu Rupiah); RM 

b) informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan 

Ketertiban bidang Keamanan Negara (volume output 

9,0 Info) dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.1.665.000 (dua ratus empat belas juta lima ratus 

sembilan puluh sembilan ribu rupiah); PNBP 

5) Dukungan Manajemen dan teknis Pemeliharaan Keamanan 

dan Ketertiban Masyarakat   Rp2.935.985.000 (Dua Miliar 

Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus 

Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah); terdiri dari: 

a) layanan Umum (volume output 1,0 layanan) dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp 158.400.000 (Seratus 

Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); 

PNBP 

b) Layanan …... 
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b) layanan Umum(volume output 12,0 layanan) dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp2.838.869.000 (Dua Miliar 

Empat Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh 

Sembilan Ribu Rupiah); RM 

c) layanan perkantoran (volume output 12,0 layanan) 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp97.116.000 

(Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Belas Ribu 

Rupiah); RM 

6) Pembinaan Pelayanan fungsi Sabhara Rp 388.424.000,00 

(Tiga ratus Delapan puluh Delapan juta Empat Ratus Dua 

Puluh Empat ribu rupiah); terdiri dari: 

a) Menyelenggarakan Pengaturan, Penjagaan, 

Pengawalan dan Patroli  (volume output 2938,0) 

dengan alokasi anggaran  sebesar Rp 

388.424.000,00 (Tiga Ratus Delapan puluh delapan 

juta Empat ratus Dua puluh Empat ribu rupiah); RM 

b) Menyelenggarakan Pengaturan, Penjagaan, 

Pengawalan dan Patroli (volume output 1460,0k) 

dengan alokasi anggaran  sebesar Rp 

94.380.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus 

delapan puluh ribu rupiah); PNBP 

7) Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital Rp 54.120.000 

(Lima Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah); 

terdiri dari: 

- layanan pembinaan pengamanan Objek Vital/Objek Vital 

Nasional  (volume  output 491,0 Operasi) dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp 54.120.000 ((Lima Puluh Empat 

Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah); PNBP 

8) Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat di Bidang Lantas Rp 588.032.000,00 (Lima ratus 

Delapan Puluh Delapan tiga puluh dua ribu rupiah); terdiri dari: 

a) Pelayanan Publik Lainnya(volume output 24,0 Layanan) 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 230.812.000(Dua 

Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu 

Rupiah); PNBP 

                b) operasi …... 
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b) Operasi Bidang Keamanan (volume output 8208,0 

Operasi)dengan alokasi anggaran sebesar Rp 

357.220.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua 

Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah); PNBP 

9) Penyelenggaraan Kepolisian Perairan Rp 28.392.000,00 (dua 

puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); 

pada: 

- Layanan  Kamtibmas  di wilayah  Perairan  (volume output  

50,0) dengan alokasi anggaran   sebesar 

Rp28.392.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus 

sembilan puluh dua ribu rupiah); RM 

10) Pembinaan Potensi Keamanan Rp 1.788.913.000 (Satu miliar 

Tujuh  ratus Delapan puluh Delapan juta Sembilan ratus Tiga 

Belas ribu rupiah); pada: 

a) Pemberdayaan Potensi Keamanan (volume output 

3960,0) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 

314.713.000 (Tiga Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus 

Tiga Belas Ribu Rupiah); RM 

b) Pemberdayaan Potensi Keamanan (volume output 

521,0) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 

60.600.000 (Enam Puluh Juta Enam Ratus Ribu 

Rupiah); PNBP 

c) Penguatan Peran Bhabinkamtibmas (volume output 

12669,0 kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp 1.474.200.000 (satu miliar empat ratus Tujuh puluh 

Empat juta Dua Ratus ribu rupiah); RM 

11) Pengendalian operasi Kepolisian Rp 62.752.000,00 (enam 

puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah); pada:  

 - layanan pengendalian operasi Kepolisian (volume 

output 2,0 giat) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 

62.752.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima 

puluh dua ribu rupiah); RM 

12) Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan ketertiban   Rp 

62.050.000 (Enam Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah); 

pada: 

Layanan …... 
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 - Layanan dukungan manajemen Pelacakan dan 

penangkalan (volume output  1 layanan)  dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp 62.050.000 (Enam Puluh 

Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah); RM 
 

d. (060.01.BI) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 

Rp2.933.485.000 (Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga 

Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah); meliputi: 

1) Penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana Rp 7.600.000 (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu 

Rupiah); terdiri dari: 

- hasil pemeriksaan identifikasi (volume output 12.0 Produk) 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.600.000 (Tujuh 

Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); RM 

2) Penyelenggaran laboratorium forensik Rp 4.000.000 (Empat 

juta rupiah); RM 

- hasil pemeriksaan laboratorium forensik (volume output 

12.0 Produk)dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp4.000.000 (empat juta rupiah); RM 

3) Penindakan Tindak Pidana Umum Rp 1.600.331.000 (Satu 

Miliar Enam Ratus Juta Tiga Ratus Tiga Puluh satu Ribu 

Rupiah); RM 

a.  Penanganan Tindak Pidana Umum (volume 

output 147.0 Perkara) dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp 1.600.331.000 (Satu Miliar Enam 

Ratus Juta Tiga Ratus Tiga Puluh satu Ribu 

Rupiah); RM 
 

4) Penindakan Tindak Pidana Narkoba Rp 579.600.000 (Lima 

Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); 

RM 

a. Penanganan Tindak Pidana Narkoba (volume output 24.0  

jumlah penanganan) dengan alokasi anggaran sebesar 

 Rp 579.600.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta 

Enam Ratus Ribu Rupiah); RM 

5)   Penindakkan …... 
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5) Penindakan Tindak Pidana Korupsi Rp 388.788.000 (Tiga 

Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Delapan 

Puluh Delapan Ribu Rupiah); RM 

a. Penindakan Tindak Pidana Korupsi (volume  output 3,0  

Perkara)   dengan    alokasi   anggaran sebesar 

Rp388.788.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta 

Tujuh Puluh Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah); RM 

6) Penindakan Tindak Pidana Perairan Rp 277.750.000 (Dua 

Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu 

Rupiah); RM 

a. Penindakan Tindak Pidana Perairan (volume  output 25,0  

Perkara)   dengan    alokasi   anggaran sebesar Rp 

277.750.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh 

Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); RM 

7) Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas Rp 58.416.000 (Lima 

Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah); 

RM 
 

a. Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas (volume  output 

131,0  Perkara)   dengan    alokasi   anggaran sebesar Rp 

58.416.000 (Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam 

Belas Ribu Rupiah); RM 
 

 

Dengan demikian disampaikan total Pagu Indikatif pada 

Rencana Kerja dan Anggaran Polres Bengkayang T.A. 2022 sebesar 

Rp 55.040.870.000 (Lima Puluh lima miliar empat Puluh Juta 

delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) mengalami  Kenaikan 

sebesar Rp 2.704.588.000,00 (Dua  miliar Tiga ratus Enam Puluh 

Tujuh juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua  ribu rupiah) atau naik 

5,16 % dibandingkan dengan pagu alokasi Polres Bengkayang T.A. 

2021 sebesar  Rp 52.336.282.000 (Lima Puluh Dua miliar Tiga Ratus 

Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) 

dengan rincian komposisi kebutuhan anggaran sebagai berikut: 

 

1) rincian Pagu Indikatif Polri T.A. 2022 per jenis  Belanja 

sebagai berikut:  
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No. Jenis Belanja 
Pagu 

(Rp) 

a. Belanja Pegawai  36.612.575.000 

b. Belanja Barang  15.428.551.000 

c. Belanja Modal  2.293.761.000 

 

2) rincian Pagu Indikatif T.A. 2022 per sumber anggaran sebagai 

berikut: 

No. Sumber Anggaran  
Pagu 

(Rp) 

a. Rupiah Murni  53.597.798.000 

b. PNBP 1.443.072.000 

 

3) rincian Pagu Indikatif T.A. 2022 per Program sebagai berikut: 

No. Program   
Pagu 

(Rp) 

a. Program Dukungan Manajemen 40.267.409.000 

b. Program Modernisasi Almatsus 
dan Sarana Prasarana Polri 

4.785.602.000 

d. Program Pemeliharaan Keamanan 
dan Ketertiban Masyarakat 

7.054.374.000 

e. Program     Penyelidikan     dan     
Penyidikan      Tindak       Pidana 

2.933.485.000 

 

4) kegiatan yang  berdasarkan Pagu Indikatif Polres Bengkayang 

T.A. 2022   
 

a) kegiatan operasional anggaran perkantoran (antara lain: 

biaya pemeliharaan, BMP, daya dan jasa serta 

keperluan perkantoran); 

b) kegiatan fungsi teknis kepolisian, berupa: deteksi potensi 

gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan 

keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan 

masyarakat, terorisme, korupsi, Narkoba, perdagangan 

orang, keamanan laut, kejahatan siber dan penegakan 

hukum lainnya di daerah hukum Kalbar guna mendukung 

tercapainya sasaran prioritas Kapolri Tahun 2022; 

 

c) penguatan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan 

pelayanan publik Polres Bengkayang, penanganan gejolak 

 sosial…... 
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sosial, penanganan kasus menonjol, separatisme/KKB, 

terorisme, berita hoaks dan penegakan hukum terhadap 

kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan 

terhadap kekayaan negara, dan penanganan peristiwa yang 

berimplikasi kontinjensi serta pembangunan perumahan dan 

kesehatan bagi personel Polres Bengkayang; 

d) melaksanakan pelatihan dan pendidikan dalam rangka 

peningkatan kualitas dan kapabilitas personel Polres 

Bengkayang, baik di bidang fungsi pembinaan maupun 

operasional agar semakin profesional modern dan 

terpercaya; 

e) meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif secara 

maksimal dengan mengoptimalkan petugas 

Bhabinkamtibmas Polres Bengkayang melalui strategi 

Polmas dalam menghadapi ancaman gangguan kamtibmas; 

f) meningkatkan kegiatan keamanan di wilayah perairan 

dengan memperkuat satuan Polair Polres Bengkayang di 

tingkat kewilayahan; 

g) meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, 

pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam 

rawan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres 

Bengkayang ;  

h) mendukung pelaksanaan penyusunan dan penyuluhan 

peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi 

Polri serta pemberian advokasi terhadap institusi Polri, 

anggota Polri maupun keluarga Polri;  

i) mengakomodir dan menindaklanjuti 7 kegiatan Program 

Prioritas Kapolri. 
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8) PENUTUP 

Demikian Rencana Kerja Kepolisian Resor Bengkayang T.A. 2022 disusun, 

sebagai  pedoman  dalam pelaksanaan kegiatan dan Rencana Kerja Polres 

Bengkayang pada T.A. 2022. 

 

 

    Ditetapkan  di : Bengkayang 
    pada tanggal  :                     Agustus  2021 

 

    KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKAYANG 
 
 
 

ARIF AGUNG WINARTO, S.I.K 
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78020702 
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RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) POLRES BENGKAYANG  
TAHUN 2022 

 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja Utama Target 

2022 

Ket 

 

SI 

Terwujudnya 

keamanan dan 

ketertiban 

Bengkayang   

 

SI 

Indeks Keamanan dan 

Ketertiban Bengkayang 

4 Sasaran 

impact 

SS1 Pemeliharaan 

keamanan dan 

ketertiban 

masyarakat 

IKU1 Indeks Harkamtibmas 73.75  

SS2 Penegakkan 

hukum secara 

berkeadilan 

IKU2 Indeks Gakkum 77.26  

SS3 Profesionalisme 

SDM Polres 

Bengkayang  

IKP1 Indeks Profesionalitas SDM 

Polres Bengkayang 

90,40  

SS4 Modernisasi 

teknologi 

IKP2 Persentase pemenuhan 

Alkom 

35%  

 

IKP3 

Persentase pemenuhan 

Almatsus  

48,86%  

IKP4 Persepsi kemudahan 

Akses Data 

4  

SS5 Good 

Governance dan 

Clean 

Govemment  

IKP5 Nilai AKIP 72,10  

IKP6 Nilai Reformasi Birokrasi 73  

SS6 Akuntabilitas 

Pengelolaan 

anggaran  

 

IKP7 

Nilai Kinerja Anggaran  95,50  

SS7 Regulasi dan 

sistem 

pengawasan 

yang efektif  

 

IKP8 

Presentase penanganan 

pengaduan masyarakat 

100%  

 

IKP9 

Presentase penyelesaian 

masalah hukum yang 

dihadapi Polri 

100%  

Ditetapkan  di : Bengkayang 
pada tanggal  :                     Agustus   2021 
 

 KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKAYANG 
 
 
 

ARIF AGUNG WINARTO, S.I.K. 
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78020702 
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